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Derita Acara Verlfikasl Rancangan Akhlr Perubahan Renstra 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 

Bertempat di Sumbawa Besar, pada hari Senln Tanggal Dua Puluh Bulan Februarl 
Tahun Dua Rlbu Dua Puluh Tlga (20-2-2023) telah dilakukan verifikasi terhadap 
rancangan akhir dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lape Tahun 2021-2026. 
Setelah melakukan pencennatan dan penelahaan serta berdasarkan penjelasan 
Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Sumbawa selaku verifikator, menyatakan bahwa: 

6. Dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

7. Dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026 telah selaras/sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 
2021-2026; 

8. Penentuan indikator dan fonnulasi target setiap program dan/atau kegiatan 
dalam dokumen perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2021-2026 telah memperhatikan indikator dan target perangkat 
daerah; 

9. Penentuan target dan pagu indikatif seluruh program, kegiatan dan/atau sub 
kegiatan dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan kewenangan dan 
kemampuan daerah/perangkat daerah baik dari sisi anggaran maupun 
sumber daya lainnya, diantaranya dengan memperhatikan realisasi dan/atau 
capaian kinerja tahun sebelumnya; 

10.setiap sub kegiatan, kegiatan, dan/atau program yang ditentukan dalam 
dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026, memiliki kontribusi terhadap pencapaian kinerja pada level yang 
lebih tinggi 

· selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses legislasi untuk ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut: 

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Kecamatan Lape 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

4. Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra 
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

yuni, SH 
199303 2 013 

---,,..-=- Mengetahui: 

Verifikator: 
Kepala Bidang PPM 

Bappeda Kab. Sumba\va, 

Yuni 11 P. M.Si 
NIP. I 22001 
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\-----/ , // 

-sa'ntara H., S.Sos.MT. 
-...-:-:.- -.:::-: . 61024 200212 1 004 

11 Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


-

BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 75TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 101 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA 

TAHUN 2021-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
' BUPATI SUMBAWA, 

a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Lape 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan 
perubahan rencana pembangunan lima tahunan 
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yang memuat 
program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan 
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis 
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila 
berdasarkan basil evaluasi pelaksanaannya dalam 
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan 
keuangan daerah, rencana program dan/ atau kegiatan 
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2021-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Talmo 1958 Nomor 122, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
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I 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan 
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
ten tang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
459); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 994); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

·'' 
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20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 440); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1569 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 
Tahun 2020-2024; 

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 571); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 592); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 686); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Menetapkan 

Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 
{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 712); 

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 101 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAPE 
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 
2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026 (Betita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 101), 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 
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Diundangkan di Sumbawa Besar 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

~sru 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 101 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN LAPE KABUPATEN 
SUMBAWA TAHUN 2021- 2026 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. La.tar Belakang 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14 Tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa k ecamatan m erupakan perangkat daerah kabupaten 

dan Daerah kota (pasal 225 ayat 1) . Dalam penyelenggaraan tugas-tugas 

umum p emerintahan, kecamatan juga mem peroleh p elim pahan sebagian 

kewenangan Bupati sesuai Peraturan Bup ati Sumbawa Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 

2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bu pat:i Kepada Camat Untuk 

Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerab, seh ingga pem erintah 

kecamatan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan dan 

pelayanan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan 

kem asyarakat an di kecamatan . 

Mengingat luas dan kompleksnya tugas-tugas camat, agar berhasil 

gun a dan berdaya guna maka sangat diperlukan kapasitas dalam 

menyusun p eren canaan k egiatan u ntuk men en tukan ap a yang harus 

dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana m elaksanakan, mengap a 

dil!aksanakan dan m engawasi agar pelaksanaan sesuai dengan p erencanaan 

dan tidak menyimpang dari aturan perundang-u ndangan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan pentingnya proses penyusunan 

perencanaan pembangunan di daer ah, diawali dengan penyusunan Rencana 

Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangun an Jangkan 

Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerj a 

Perangkat Dae rah . 

Renstra Kecamatan Lape merupakan dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan 

strategis, keb:ijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun 
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sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada 

RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026. Renstra Kecamatan Lape 

Kabupaten Sumbawa Tahun 202 I - 2026 dilakukan dengan menyelaraskan 

antara visi dan misi Kabupaten Sumbawa dengan tujuan, strategi, 

kebijakan hingga program dan kegiatan Kecamatan Lape, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan 

mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional 

kegiatan organisasi dalam pencapaian t:ujuan akhir organisasi. 

Dokumen Renstra Kecamat an Lape tahun 2021-2026 ini merupakan 

rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, dengan demikian dokumen Renstra 

Kecamatan Lape dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa 

merupakan satu kesatuan dokumen yang saling ter kait. Oleh karena itu, 

target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang 

dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Lape harus selaras/konsisten 

den gan target capaian sasaran clan program prioritas RPJMD Kabupaten 

Sumbawa. Selain itu, Renstra Kecamatan Lape disusun guna memberikan 

masukan/saran penyempumaan Rancangan Awai RPJMD menjadi 

Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musren bang 

RPJMD mendatang. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Lape sesuai dengan Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017 telah melalui proses pengolahan data dan informasi 

yang disesuaikan dengan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah 
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serta melalui peneJaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayab dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. Selanjutnya penyusunan Renstra ini juga 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa sehingga dapat dirumuskan 

isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan yang akan 

melahirkan strategi dan kebijakan. 

rn___, 
l•~'411vt ... ..,,.. ...-1u•v,...._ 
.. anp.w1piHI.I 
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Gambar 1. 

,ltancJln;pn 
R..,,stra-'.SKPD 

Kerangka Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lape Tahun 2021 -
2026 

Gambar2 

Alur Tata Cara Penyusunan Renstra 
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Melalui Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, diharapkan 

dap at mengemb angkan langkah-langkah strategis untuk dapat 

meningkatkan kinerja organisasi, seh ingga terwujudnya suatu pelayanan 

prima, dengan demikian selanjutnya melalui Renstra ini akan dapat 

disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga pihak­

pihak terkait dapat mengetahui tingkat kinerja Kecamatan Lape Kabupaten 

Sum bawa dalam melaksanakan misi dan tercapainya visi Kabupaten 

Sum bawa 2021 - 2026yaitu "Terwu.judnya Sumbawa Gemilang Yang 

Berkeadaban". 

Gambar3. 

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 

1.2 Landasan Hukum 

Rencana Strategis Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa disusun 

berdasarkan Pancasila seba,gai landasan ldiil dan Landasan Konstitusional 

Undang-Undang Dasar 1945, serta acuan teknis seb agai berikut : 

I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah -

daerah Tin gkat II dalam Wilayah Daerah - daerah tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Peren canaan 

Pem bangunan Nasional; 

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasion al Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lemba:ran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan an Publik; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa k ali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang Per ubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu n 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan S tandar Pelayanan Minimal {Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4585); 

IO. Peraturan Pemer intah Nomor 40 Tahun 2006 t entang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun~ 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentan g Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2007 

Nomo.r 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 

474l);Peraturan Pem erintab Nomor 7 Tahun 2008 ten tang 

Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tamb ahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
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Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nom or 21, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

17. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik In donesia Nomor 12 tahun 20l5 tentang Pedom an 

Evaluasi a tas lmplementasi Sistem Akuntabilitas K.inerja lnstansi 

Pemerintah; 

19. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 86 Tah un 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 

tent ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 tahun 2 007 tentang 

Poko-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa 
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(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 522); 

22. Peraturan Dae.rah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-

2025 1(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lemb aran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Tahun 20l5 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Dae.rah Kabupaten Sumbawa Nom or 12 

Tahun 2018 tentang Perangk:at Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa; 

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 

2021-2026 

26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 tahun 2020 tentang kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di 

Kabupaten Sumbawa. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

l.3.1. Maksud 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lape tahun 

2021 - 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra 

Kecamatan Lape selama lima tahun dengan m emperhitungkan 

potensi dan pertimbangan aspirasi masyarakat yang berkembang. 

Juga memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD 

clan bersifat indikatif. 
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1.3.2. Tujuan 

Penyusunan Ren stra Kecamatan Lape bertuju an : 

1) Untuk menuntun organisasi dalam mencapai h asil yang 

diinginkan secara objekif. Perencanaan strategis, unit kerja dapat 

membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang 

berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan 

secara optimal untuk m encapai basil m aksimal. 

2) Meningkatkan komunikasi, sehingga implementasi perencanaan 

strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, 

mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, serta 

mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur. Dengan 

im plementasi perencanaan s trategis, organisasi dapat 

meningkatkan komunikasi baik vertical maupun h orizontal antar 

unit kerja. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, k eselarasan 

dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan 

pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, 

pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja 

yang ditetapkan dalam RBJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-

2026. 

Sistem atika penulisan Renstra Kecamatan Lape Kabupaten 

Sumbawa tahun 2021-2026 seb agai berikut: 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1 .4 Sistematika Penulisan 

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan S truktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sum ber Daya Perangkat Daer ah 
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BABIII 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 ldentifikasi Permasalaban Berdasarkan Togas dan Fungsi 

PelayananPerangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan HidupStrategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB Vll K INERJA PENYELENGGARAAN BlDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB JI 

GAMB.ARAN PELAYANAN KECAMATAN LAPE 

KABUPATEN SUMBAWA 

2. l. Tu.gas, Fungsi dan Strukt ur Organisasi Kantor Kecamatan Lape 

Kecamatan Lape merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang ada 

di Kabupaten Sumbawa dan terletak dibagian Timur Ibu Kota Kabupaten 

Sumbawa. Jarak dari ibukota Kabupaten Sumbawa yang berada pada Km 

30, sebagian besar daratan rendah karena berada di daerah pesisir Utara 

dari Pulau Sumbawa dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan 

laut, dengan Juas wilayah 204,23 Km2 dengan batas-bata wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Saleh 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Maronge 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Lopok dan Maronge 

Se belah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lopok 

Secara geografis Kecamatan Lape terletak dibagian Timur Kabupaten 

Sum bawa. Kecamatan Lape ter diri dari 4 Des a yaitu Desa Dete, Desa Lape, 

Desa Hijrah dan Desa Lab. Kuris dengan jumlah penduduk ± 8. 199 jiwa 

penduduk laki-laki 7.919 penduduk perempuan. Mata Pencabarian utama 

di wilayab Kecamatan Lape mengandalkan sector pertanian dengan luas 

tanah sawah seluas 730 Ha, lahan keringl 1.159 Ha. Selain pertanian 

kegiatan ekonomi di Kecamatan Lape adalah peternak:an, perikanan 

pengangkutanjasa dan perdagangan 

Adapun jumJah Desa dan j umlah penduduk yang a da d iwilayah 

Kecamatan Lape ada1ah Sbb : 

Jumlah 

llo. Desa Laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 Desa Dete 2.172 2.130 4.292 
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2 Desa Lape 2.775 

3 OesaHijrah 1.483 

4 Desa Lab . Kuris 1.769 

Jumlah 8.199 

Peta Kecamatan Lape 

-- -

- ---

2.1.1. Tu.gas dan Fungsi 

2.655 

1.406 

1.728 

7.919 

5 . .861 

2 . .889 

3.497 

16.118 

a 
Ffl#P"\1Ail<,IIIN'1- ......_. --­... .,,~lM ................. 

1•••t I 

-----_ .. ___ --------·---- .._ -

~-.. -, ..... -­--~·-------

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organ:iisasi, Togas Dan Fungsj Serta 

Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa disebutkan bahwa 

Kecamatan adalah wi1ayah kerja Ca.mat sebagai Perangkat Daerab 
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Kabupaten dimana kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pu blik dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Ca.mat yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris daerah, dijabark an tentang tugas dan fungsi sebagai berikut : 

(l) Cam at 

(1) Cam.at mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

4. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peratura n daerah 

dan peraturan bupati; 

5. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

6. Mengordinasik.an penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

7. Membina dan mengawas1 penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/atau kelurahan; 

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang m enjadi kewenangan 

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah yang ada di kecama tan; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

{3) Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan 

tugas yang dilimpahk an oleb Bupati untuk melaksanakan sebagian 
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

melaksanakan tugas pemhanruan. 

(2) Sekretariat Kecamatan 

(I) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum , 

penyusunan p erencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan 

kepegawaian. 

(2) Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungs_i : 

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; 

b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 

keprotokolan dan h u bungan m asyarakat; 

c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian Tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut : 

a. merumuskan dan memverifik asi bahan kebijakan teknis di 

hidang per encanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum 

dan kepegawaian; 

b. mengordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang perencanaan, pe1aporan, 

keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; 

c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan 

kepegawaian; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(3) Seksi Pemerintahan 

(1) Kepala Seksi Pem erintahan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di hidang pemerintahan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksj Pemerintahan mempunyai 

fungsi: 
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a penyusunan bahan p erumusan, pengoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan; 

b. penyusunan bahan p enetapan dan pembinaan di bidang 

pemerin tahan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemerin tahan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

b. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan 

mempromosikan bahan kebijakan di bidang pemerintahan; 

c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; 

d. mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan dan m elaksanakan pembinaan 

pemerintahan desa/ kelurahan; 

f. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban 

kepala desa; 

g. memfasilitasi penyelenggaraan kerj a sama dan penye1esaian 

perselisihan a n tar desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 

h . memfasilitasi penataan desa/kelurahan; 

1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 

j.. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik 

daerah Pem erintah Daerah di tingkat kecamatan; 

1. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah 

negara dan tanah barang milik daerah Pemerintah Daerah di 

wilayah kerjanya; 

m . melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan 

pembebasan tanah milik dan p elepasan hak: atas tanah yang 

akan dipergunakan bagi pembangunan kepentingan umum , 

serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi tanah 

hak milik sesuai peraturan perundang- undangan; 
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n. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, 

proses pengalihan dan peru bahan status tan ah kekayaan desa, 

serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah 

menjadi kelurahan; 

o. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan 

inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah 

kerjanya; 

p . melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB); 

q. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan; 

r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

da1am pengembangan karier; 

s. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pemerintahan; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

t4) Seksi K.etenteraman dan Ketertiban 

(1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebij akan teknis bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum .. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban menye]enggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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(3) Rincian tugas Seksi Keten teraman dan Ketertiban adalah sebagai 

berikut: 

a menyusun rencana k erja Sek si Ketenteraman dan Ketertiban; 

b. memverifikasi penyusunan bahan perumusan dan 

mengoordinasikan pelaksanaan k ebijakan di bi dang 

ketent eraman dan ketertiban umum; 

c. menyusun bahan penetapan dan pem binaan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban u mum; 

d . merumuskan , memverifikasi, m engoordinasikan dan 

mempromosikan bahan k ebija.kan di bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

e. men goordinasikan, mempromosilran, memimpin dan 

mengevaluasi pelaksanaan program dan k egiatan di bidang 

ketenteraman dan ~etertiban umum; 

f. melaksanakan pembinaan keten teraman dan ketertiban 

masyarakat, bina kesatuan bangsa dan p erlindungan 

masyarakat; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pen egakan peraturan 

perundang- u ndangan; 

h . memfasilitasi pencegahan dan penanggu1angan bencana alam; 

i . melaksanakan pembinaan dalam rangk a meningkatkan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan; 

J · mem eliha:ra ketenteraman, ketertiban m asyarakat dan 

pencegahan tindak kriminal; 

k. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan 

penyakit masyarakat; 

1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Keter tiban; dan 

m . melaksanakan tugas lain y ang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

f5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

(l) Kepala Seksi Perekon omian dan Pembangunan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebija kan teknis b idang 

perek onomian dan pembangunan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

b . penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pefaksanaan 

kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

adalah sebagai berikut: 

a menyusun rencana kerj a Seksi Perekonomian dan 

Pembangunan; 

b. memverifikasi bahan penyusunan perencanaan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; 

c. memverifikasi bahan perumusan dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebij akan di bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

d. menyusun bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan di 

bidang perekonomian dan pembangunan; 

e. mempromosikan program dan kegiatan di bidang perekonomian 

dan pembangunan; 

f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 

desa/ kelurahan; 

g. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), 

perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), 

pemberdayaan masyarakat; 

h. melaksanakan pembangunan fisik ; 

L melaksanakan pembinaan perekonorruan, produksi dan 

distribusi terhadap masyarakat; 

j.. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah 

perencanaan pembangunan desa/ kelurahan; 
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k. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 

dan 

m . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f6) Seksi Sosial Kemasyarakatan 

(1) Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan 

kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan 

fasilitasi di b idang sosial dan kemasyarakatan; 

c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang sosial dan kemasyarakatan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesua.t 

dengan tugas dan fungsinya 

(3) Rincian tu gas Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan adalah se bagai 

berikut: 

a menyusun rencana kerja Seksi Sosial Kemasyarakatan; 

b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

c. menyusun bahan pembinaan, pengelo]aan, penetapan dan 

fasilitasi di b idang sos.ial dan kemasyarakatan; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial 

dan kemasyarakatan; 

e. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama 

dan antar umat beragama; 

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, 

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 
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g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial dan 

kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

keagamaan; 

h . mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan di 

bidang sosial dan kemasyarakatan; 

i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial Kemasyarakatan; dan 

j.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(7) Seksi Pelayanan 

(1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan; 

b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan 

fasilitasi di bidang pelayanan; 

c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut: 

a . menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan; 

b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan; 

c. mengumpulkan, m engolah data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, 

informasi dan pengaduan; 

d. merencanakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan informasi; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peJayanan masyarakat desa/ kelurahan; 
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f. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan 

yang dibutuhkan masyarakat; 

g. menyiapkan dan menyusun S tandar Pelayanan Publik dan 

S tandar Operasional Prosedur Pelayanan di Kecamatan; 

h. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan 

kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat 

serta meneruskan ke Seksi yang membidangi (pelayanan satu 

pin tu); 

i. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat 

pengguna layanan; 

j.. menyiapkan dan menyebarkan berkas sul"Vei Ln dek Kepuasan 

Masyarakat serta mengolah data basil survei; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang 

pelayanan; 

1. mem bantu kelancaran penerbitan pe.rizinan tertentu oleh Camat; 

m. mem bantu Camat da]am mengbitung dan m enetapkan besaran 

retribusi atas sumber pendapatan daerah di kecamatan; 

n. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di 

pelayanan; 

bidang 

o. melaksanakan pengawasan, 

pelaksanaan k egiatan Seksi Pelayanan; dan 

evaluasi dan pelaporan 

p. melaksanakan tugas lain yang dibe.rikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas clan fungsinya 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintaban Daerah, bahwa: 

I) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten; 

2) Kecamatan dipimpin oleh Camat; 

3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah; 

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Susunan organisasi Kecamatan Lape berpedoman pada Peraturan 

Bupati Sumbawa Norn.or 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupateo 

Sumbawa, terdiri dari : 

KEI..OMPOK JABI\TAN 
nJ:'iGSJONAL 

KASI EKO).OMJ 
.DAN 

PEMBA..",CU:N'AN 

Ul!ISUR PELJI.K.SAl!IA 

Gambar 2 .1 

Susunan Organiasi Kecamatan Lape 

KASI 
K£-T€XTRAMAN 

DA., KETERTJBAN 

V l!ISUR P:&LAK.SAl!IA 

CAMAT 

S~KRiT.UUS 
KE.CA.MATAN 

KASL'BBAG PERL'liCA..,M.'f 
KEUANGA.'\' DA.~ 

PELAPORM-

KASI SOSIAL DA."­
KEMASYARAKATA.'1 1 

Ul!ll!VR PIH.AK.SANA 

KAST 
Pl!tdERl~iTAHAN 

U l!ISUR PELAK!LANA 

KASUBBA.G UMUM DAS 
UPEGA WAIA., 

KAST PELAYAXA:O. 

I UN!l,l;TR PELAK:!IA.l'IA I 

2.2 Sum.her Daya Perangkat Daerah 

2.2.l. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Lape, sampai den gan Tahun 

2022, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap 

jabatan yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya 

Manusia di Kecamatan Lap e yang akan mem pengaruhi kinerja 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu: 

Data Jumlah Pegawai Kantor Camat Lape 

No. PEGAWAI JUMLAH (ORANG) % 

l PNS 12 71 

2 Non PNS 5 29 

JUMLAH 17 100 

Tabel diatas m enunjukkan bahwa pegawa:i Kecamatan Lape Kabupaten 

Sumbawa ada ya ng berstatus Non Pegawai Negeri terdiri I orang Ten~ga 
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yang d:iperbantukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dan 3 

Jainnya Tenaga Honorer kegiatan sehingga penulisan tentang kondisi 

pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada Pegawai Negeri Sipil. 

(I) Kondisi kep egawaian yang menduduki Jabatan clan Staf. 

Formasi jabatan struktura1 di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 

terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 6 orang se1engkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikuti ini. 

NO. 

l 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape berdasarkan 

Eselon Jabatan Tahun 2023 

URAIAN ESELON STAF JUMLAH 

II Ill IV 

CAMAT - 1 - - 1 
SEKRETARIAT - 1 1 3 5 
SEKSI PEMERINTAHAN - - l 1 2 
SEKSISOSMAS - - I - 1 

SEKSIEKBANG - - I - 1 
SEKSI TRANTIB - - 1 - 1 

SEKSIPELAYANAN - - 1 - 1 
JUMLAH - 2 6 4 12 

Tabel berikut mengurai kondisi kepegawaian berdasarkan eselonering 

secara rinci beserta p r osentasenya. 

NO. 

)_ 

2 

Data Prosentase Jumlah Pegawai Kecamatan Lape 

Yang Menduduki Jabatan Tahun 2023 

GOLONGAN JUMLAH % 
(ORANG) 

JV l 8 
III 7 58 

JUMLAH 8 66 
(2) Kondisi kep egawaian berdasarkan Golongan/ Pangkat 

Dari 12 Pegawai yang ada di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 

terdapat 8% b erstatus golongan IV, golongan III sebanyak 75%, 

golongan II sebanyak 17%. Tidak ada pegawai yang ber status 

golongan I. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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No 

l 

2 

3 

4 

NO. 

1 

2 

3 

4 

Daro Jumlah Pegawai Kecamatan Lape berdasarkan 

Pangkat/ Golongan Tahun 2023 

GOLONGAN 
JUMLAH 

% 
(ORANG) 

IV 1 8 

Ill 9 75 

I( 2 17 

I 0 0 

JUMLAH 12 100 

c. Kondisi kepegawaian menurut jenjang pendiclikan 

Kondisi kepegawaian Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dapat 

dilihat pada t abel data di bawah. Kapasitas dan kapabilitas pegawai 

berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data 

yang ditampilkan pada tabel di bawah, tingkat pendidi.kan yang 

paling banyak adalah Strata-1 yaitu sebesar 75 %. Secara normatif 

merupakan modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi k ecamatan. Tingkat pendidikan D3 sebesar - % 

dan jumlah pegawai tingkat pendidikan SLTA/SMK sebesar 25 % , 

ini juga menjacli modal dasar yang pen ting dalam peningkatan 

kinerja kecamatan secara umum. Terdapat pegawai dengan. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel data berikut : 

Jabatan/ Bagian S3 S2 S1 D3- SM SM s Ju 

I Dl A p D mla 

D4 h 

Cam.at - - I - - - - 1 

Sekretaris Kecamatan - - I - - - - 1 

Kepa1a Seksi - - I - - - - l 

Pemerintahan 

KepaJa Seksi Ekonomi dan - - I - - - - 1 

Pembangunan 
?1 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

Kepala Seksi Pelayanan - - 1 - - - - 1 

Kepala Seksi Sosmas - - 1 - - - - 1 

Kepala Seksi Trantib - - 1 - - - 1 

Kepala Sub Bagian Umum 

dan Kepegawain - - - - - - - -

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, Keuangan - - 1 - - - - 1 

dan Pelaporan 

Staf - - 1 - 3 - - 4 

Honorer - - 1 - 4 - - 5 

Jumlah 0 - 10 - 7 0 0 17 

Data J umlah Pegawai Menurot J enjang Pendidikan 

d. Kondisi Kepegawaian menurut usia 

Produktifitas pegawai selain terkait dengan kompetensi atau 

penclidikan juga terkait dengan usia. Berdasarkan tabel yang 

ditampilkan, kelompok usia pegawai Kecamatan Lape usia 31 - 40 

tahun s ebanyak 1 orang atau 25 %, k elompok usia 41 - 50 tahun 

sebanyak 6 orang atau 50 %, dan kelompok usia 51 - 60 tahun 

se ban yak 5 orang a tau SO %. 

Data Jumlah Pegawai Kecamatan Lape Be.rdasarkan Usia 

KEL-OMPOK US IA 
NO. URAIAN JUM LAH 

20-30 31-40 41-50 5 1-60 

1 CAMAT ·- - - 1 1 

2 SEKRETARIAT - 1 1 3 5 

3 
SEKSI 1 1 2 - -
PEMER1NTAHAN 

4 SEKSI SOSMAS - - 1 - 1 

5 SEKSIEKBANG ·- - l - 1 

6 SEKSI TRANTIB - - 1 - 1 

7 SEKSIPELAYANAN - - 1 - 1 

J UMLAH 0 1 6 5 12 

0/o 0 8 50 42 100 
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NO 

1 

2 

3 

Dato.. Jumlah Pegawai Keromatan Lape 

Berdasarkan Tahun Pensiun Peri.ode 2021 -2026 

KELOMPOK USIA 

URAIAN .-I N CW) ~ 1/) 
N N N N N 
0 0 0 ~ 0 
N N N N 

CAMAT - 1 -
SEKRETAR1AT 1 -
SEKSI PEMER1NTAHAN - 1 

;j 
'° ~ = N 
0 "") 
N 

- 1 

- 1 

- 1 

4 SEKSI SOSMAS - - - 0 

5 SEKSIEKBANG - - - 0 

6 SEKSI TRANTIB - - - 0 

7 SEKSI PELA YANAN - - - - 0 

JUMLAH - - 2 1 - 3 

% - 17 8,33 0 25 

2.2.2 Aset / Modal 

Ketersediaan sarana prasarana m erupakan salah satu faktor penentu 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jen is sarana dan prasarana juga 

secara langsung berpengaruh terhadap ki:nerja dan operasional organisasi 

yang komfortabel j u ga penataan h ala m an kantor. Dari segi ju mlah dan 

kualitas sarana dan prasarana pendukung yang ter sedia p ada Kecamatan 

Lape sampai saat ini cukup memadai namun masih perlu ditingk atkan 

untuk mengoptimalkan kinerja kecamatan. Secara lengk ap jenis aset/modal 

yang dimilik:i Kecamatan Lape b erdasarkan Laporan Rekonsiliasi Belanja 

Milik Daerah Tahun 2020 yang dibagi dalam : 

a. Aset Tanah(KIB A) 
b. Aset Mesin dan Peralatan(KIB B) 
c. Aset Gedung dan Ban gunan(KlB C) 
d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan(KIB D) 

Data a set/modal Kecamatan Lape sampai dengan Tahun 2021 

sebagaimana tersebut di atas, disajikan dalam rek apitulasi data KIB berikut 

m 1: 
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2 .2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Gambaran kinerja Kecamatan Lape 5 (lima) tahun sebelumnya 

diperoleh dari Dokumen Laporan Akun tabilitas Kinerja Pemerintah 

(LKjlP) mela lui Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Pencapaian Kinerja 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lap e 

Kabupaten Sumbawa. 

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Lape Tahun 2016-2020 

telah ditetapk an daJam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (PAPBD)Kabupaten Sumbawa dan dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Besarnya anggaran belanja 

yang telah ditetapkan setiap tahunnya bersifat fluktuatif. 

Pada tabel yang disajikan terdapat penurunan rasio dan angka 

pertumbuhan di tahun terakhir RPJMD yang disebabkan adanya 

refocusing a nggaran sesuai In struksi Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahu n 

2020 Tentang Percepatan Penyesu aian APBD TA 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Covid-19. Pandemi covid l 9 m emb awa dampak yang 

signifikan terk ait pelaksanaan pemerintahan dan kinerja anggaran. Dan 

pada pertengahan RPJMD 2016-2020 terdapat peningkatan belanja yang 

disebabkan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi b angunan Kantor 

Ca.mat Lape pasca gempabumi dengan skala 6. 9 reichter pada 19 

Agustus 2018. 

Pencap aian kinerja pelayanan dan perkembangan anggaran dan 

realisasi belanja daerah .menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-

2020, selengkapnya dapat dilibat pada tabel T-C 23 dan tabel T-C 24. 
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Target Target 
No. lndikator Kinerja sesuai Tusi PD 

NSPK IKK 

(1) (2) (3) (4) 

1 Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Lape v 

2 Persentase capaian kinerja pelayanan 

penyelenggaraan pemerintahan dan v 
publik 

3 Persentase capaian kinerja masyarakat 

penyelenggaraan pemberdayaan v 
desa dan kelurahan 

4 Persentase capaian kinerja 

penyelenggaraan koordinasi v 
ketenteraman dan ket ertiban umum 

5 Persentase capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan umum v 

6 Persentase penyelenggaraan 

pemerintahan umum v 

Tabel T-C.23. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pemerintah Kecamatan Lape 
Target 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
lndikator 

Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

N/A 60 64 68 72 N/A 33,25 

100 100 100 100 100 100 59 

100 100 100 100 100 88 84 

100 100 100 100 100 98 73 

100 100 100 100 100 89 16 

100 100 100 100 100 100 43 

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 

(16) (17) (18) (19) (20) 

N/A 0,55 

1,00 0,59 

0,88 0,84 

0,98 0,73 

0,89 0,16 

1,00 0,43 
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Tabel T-C.24. 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Oaerah 

Pemerintah Kecamatan Lape 

No. 
Uraian A nggaran pada Tahun ke-

IKPWPn;1no;i,n PO\ 1 2 3 4 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Penmgkatan Nila, 

AKIP Kecamatan 1.751.802.599 1.617.623.303 1.487.119.355 1.583.207.784 
Lape 

2 
Cl;)CIILC.3C ... a ... alcln 

kinerja 

penyelenggaraa n 9.250.000 20.923.000 24.683.300 3.163.500 
pemerintahan dan 

pelayanan publik 

3 
kinerja 

penyelenggaraa n 

pemberdayaan 33.667.500 90.634.500 55.751.400 27.738.700 

masyarakat desa 

dan kelurahan 
4 -· --··---- --,--·-·· 

kinerja 

penyelenggaraa n 

koordinasi 28.250.000 166.024.158 175.520.700 25.505.000 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 
S ,._,.,.._.,u, ..... -.u.,uldll 

kinerja 

penyelenggaraan 5.250.000 9.970.000 78.000.000 196.562.500 
pemerintahan 

umum 
6 ........... ~ .............. ,., ....... 

kinerja 

penyelengga raan 

pembinaan dan 49.346.622 106.024.000 28.920.000 37.655.000 

pengawasan 

pemerintahan desa 

5 
(7) 

1. 741.528.562 

3.479.850 

30.512.570 

28.055.500 

216.218.750 

41.420.500 

Real isasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio ant ara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 An22aran Realisasi 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1.434.578.538 1.591.118.885 0,82 0,98 (0,12) (20,00) 

9.234.000 12.321.750 1,00 0 ,59 (12,48) (20,00) 

29.555.000 76.281.500 0,88 0,84 (1,87) (20,00) 

27.600.000 120.439.500 0,98 0,73 (0,14) (20,00) 

4.675.000 1.600.000 0,89 0 ,16 803,69 (20 ,00) 

49.316.622 46.014.000 1,00 0,43 (3,21) (20,00) 
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2 .3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Dalam menganalisa faktor-fakto.r yang dapat mempengaruhi 

kinerja Kecamatan Lape selain aspek peluang (opportunity) dan aspek 

tantangan/ancaman (threats), juga melalui kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses) .. Keempat faktor te.rsebut sangat dominan 

mempengaruhi pengembangan pelayanan. 

Fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan memiliki poS1s1 

yang sangat pen ting karena memiliki tu gas delegatif 

pemerin tah / pemerintah kabu paten dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta m eningkatkan ef ektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pem e.rintahan, pembangunan, pembe.rdayaan 

masyarakat, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta 

pengembangan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan 

pemerintah kecamatan. Untuk itu tantangan yang barus dijawab adalah 

bagaimana mewujudkan pemerintab kecamatan yang inovatif dan 

mampu memberikan pelayanan dalam mem enuhi k ebutuhan 

masyarakat yang semakin maju. 

Dalam rangka memperkuat pemerintahan kecamatan m aka 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan Peratu.ran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Cam.at dapat menerima 

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan 

Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah. Melalui pelimpahan 

tersebut Kecamatan Lape berupaya meningkatkan kemampuan 

pelayanan puhlik yang profesional, efektif, efisien, akuntahel dan 

t ranspa.ran dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme 
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perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan 

dan evaluasi. 

Dengan memperhatik:an capaian lcinerja dalam p enyelenggaraan 

koordinasi pembangunan, pemberdayaan, pelayanan umum dan 

penilaian atas perkembangan dinamika pemerintahan serta pelayanan 

pu blik di Kecamatan Lape , dapat dikemukakan beberapa tantangan dan 

peluang dalam pe]aksanaan tugas Kecamatan Lape sebagai berikut: 

2.4.1 . Tant angan 

1. Aspek sumber daya m anusia aparatur sipil negara tpegawai 

Negeri Sipil), masih terdapat beberapa masalah utama antara 

lain alok asi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS 

tidak seimbang clan tingkat produktivitas PNS masih rendah, 

serta manajemen sumber daya manusia aparatur belum 

dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan 

profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. 

2. Aspek pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) 

aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi 

yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, 

birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani 

masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik ( better 

performance), dan belum berorientasi pada hasil {outcomes). 

3. Serna.kin kuatnya peran desa dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, belum diimbangi dengan 

peraturan perundang-undangan yang menguatkan peran 

kecamatan dalam pengendalian dana desa guna pemanfaatan 

yang tepat sasaran disamping kualitas perangkat desa dan 

kelengkapannya yang kurang memadai. 

4. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) karena masih ada beberapa kewenangan ditingkat 

yang lebih tinggi sehingga pelayanan publik belum optimal, 

belum terintegrasi dengan baik, belum berbasis informasi, 

teknologi dan elektronik. 
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5. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen 

administrasi kep endudukan, dokumen perizinan usaha m asih 

berdasarkan atas kebutuhan insidental. 

6 . Kondisi sarana prasarana di beberapa desa belum memadai, 

adanya daerah rawan banjir karena kondisi hutan yang 

semakin mengkhawatirkan dengan adanya pem balakan liar 

dan kebakaran hutan. 

7. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di 

masing-masing desa , sehingga masyarakat m asih m embuang 

sampah di sungai dan pinggir jalan yang berdampak pada 

lingkungan yang kumuh dan kotor dan hal in:i juga 

dipengaruhi dengan keinginan desa untuk mengatur regulasi 

terkait sampah, disamping itu belum tersedianya sarana dan 

prasa.rana penampung dan armada pengangkut sampah ke 

TPA serta pengelolaan TPA yang belum optimal. 

8. Pola pembinaan dan pemberdayaan m asyara.kat desa masih 

berjalan sendiri-sendir:i dan belum terintegrasi satu sama lain, 

sehingga pengembangan masyarakat terkesan lam.ban untuk 

maju. 

9. Sumberdaya masyarakat yang m asih relatif rendah belum 

diimbangi dengan keterampilan dan kompetensi dalam 

mengelola sumberdaya alam secara berk elajutan dalam 

menghadapi pasar be bas Ase an . 

10. Akses permodalan masyarakat terhadap lembaga keuangan 

formal masih sedikit, sedangkan kepemilikian m odal awal 

(starting) yang terbatas untuk produksi mengakibatkan 

masyarakat tidak mampu mengembangkan usahanya. 

2 .4 .2 . Peluang 

1. Regulasi yang menguatkan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan adanya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten tang 

Desa, dimana kewenangan lokal desa menjadi urusan 

pemerinta.h desa dibawah koordinasi kecamatan; 

47 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


2. Penguatan peran kecam atan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah,Peraturan Pem erintah Nomo:r 17 Tahun 

2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 80 

Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumbawa. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 

Tentang Batas daerah Kabupaten Sumbawa Dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB 

4. Peningkatan kemampuan keuangan desa sej ak diterbitkannya 

regulasi tentang desa yang memungkinkan terbentuknya 

peningkatan potensi pendapatan desa yang selanjutnya dapat 

memacu pergerakan pembangunan desa dan kecamatan. 

5. Adanya k ebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 

mengembangkan beberapa komoditas unggulan daerah untuk 

meningkatkan nilai tambah produk. 

6 . Kebijakan daerah tentang penataan ruang dan semakin 

mantapnya kondisi j aringan ja1an kabupaten. Kondisj ini 

memunglci.nkan pengembangan pelayanan OPD kecamatan 

terhadap beberapa wilayah yang sebelumnya sulit 

dijangkauakan semakin mudah. 

7. Tersedianya sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang 

dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah .. 

8 . Peningkatan kemampuan keuangan dana desa dan alokasi 

dana desa memberi dampak. positif terhadap pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa; 

9. Terbentuknya kelembagaan usaha ekonomi desa 

(BUMDes/BUMDes Bersama) untuk menunjang pertumbuhan 

kawasan perdesaan sebagai salah satu lembaga keuangan 

mikro masyarakat desa yang sangat membantu dalam akses 

permodalan masyarakat di sektor riil; 

10. Serna.kin meningkatkan peran m asyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di 
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desa yang akan m emberi dampak: yang cukup luas terha dap 

kualitas pembangunan. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LAPE 

Isu-isu penting adalah kondisi aktual yang harus dip e-rhatikan 

atau diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting, 

mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi 

keberlangsungan pembangunan di masa depan. lsu-isu tersebut 

disusun dengan melihat fakta-fakta permasalahan da1am semua b idang 

di wilayah Kecamatan Lape . 

3 . 1. ldentifikas:i Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Lape 

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecam.atan Lape 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta faktor-faktor 

penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor-faktor 

penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan 

faktor-faktor lainnya yang m emiliki daya ungkit yang tinggi dalam 

memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam 

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pem erintahan 

di Kecamatan Lape. 

Maka berbagai permasalahan pelayanan danpenyelenggaan 

tugas Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor 

yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan basil 

isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021-2026,seperti dibawah ini: 

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. Llngkungan Internal 

1) Kekuatan (Strenght) 

• Tersedianya dukungan APBD. 
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• Sarana dan prasarana kantor yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam p enyelenggaraan 

pemerintahan. 

2) Kelemahan ( W eaknes ) 

• Keterbatasan personil dan kualitas SOM aparatur 

Kecamatan; 

• Masih kurang profesionalnya be berapa personil 

organisasidan belum maksimalnya pemahaman personil 

kecamatan dalam menjabarkan dan mengembangkan 

tugas dan fungsinya berdasarkanPeraturan Bupati 

Sumbawa Nomor 80 tahun 2020 tentang kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa serta Peraturan 

Bupati Sumbawa Nomo:r 32 tahun .2008 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 

23 Tahun 20]2 dan terakhir Peraturan Bupati Sumbawa 

Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 16 oktober 2015 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa 

Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang 

Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

• Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada 

Kantor Camat Lape maupun di desa yang belum 

memadai dari segi jumlah maupun kualitasnya; 

• Pelimpahan Kewenangan Kabupaten kepada kecamatan 

tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai 

untuk penyelenggaraan pelayanan di kecamatan; 

b. Lingkungan Eksternal 

]) Peluang (Opportunities) 

• Koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan Lape 

• Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas 

terkait 
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• Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa 

• Adanya Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 Tahun 

2015 tentang perubahan peraturan Bupati Sumbawa 

nomor 23 Tahun 2012 ten tang pelimpahan wewenang 

Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan 

Pemerintahan Daerah. 

2) Tantangan (Treats) 

• Banyaknya anggaran yang terserap di desa sehingga 

dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal 

• Pengembangan jejaring dan kerjasama antar desa, 

lembaga dan organ1sas1 mitr a di wilayah kecamatan 

Lape be]um optimal . 

• Penataan dan penguatan BUMDes di kecamatan Lape . 

• Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan 

Lape terutama di wilayah perbatasan antara Kabupaten 

Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. 

• Kebijakan terkait reformasi pelayanan publik termasuk 

pelayanan di luar jam kantor oleb desa, kelurahan, dan 

kecamatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan 

prima. 

• Kurangnya 

kelengkapan 

pemahaman masyarakat terhadap 

pelayanan administrasi khususnya 

adminstrasi kependudukan, dokumen perizinan usaha. 

• Kurangnya informasi dan koordinasi dua arah antar 

pemerintah desa, OPD teknis dan lem baga vertikal. 

3 .2. Telaahan Visit Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

Terpilih 

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 

2021-2026 "Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang 

Berkeadaban"yang merupakan cerminan p okok-pokok visi yang 

menjiwai se]uruh rumusan visi tersebut. 
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Visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, akan ditempuh 

melalui 5 misi pembangunan daerah, sebagai berikut: 

1. Sum bawa Sehat dan Cerdas 

Peningkatan kualitas sumber daya manus1a sebagai pondasi 

daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan 

kesehatan. 

2. Sum bawa Sejahtera dan Mandiri 

Mempercepat pen urunan kemiskinan, m eningkatkan nilai 

tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata 

3. Sum bawa Bersih dan Melayani 

Menciptakan birokrasi pem erintahan yang bersih (anti korupsi), 

cepat dan bennutu, memberikan kepas tian serta pelayanan 

yang cepat dan efisien 

4. Sumbawa Aman dan Berbudaya 

Mewujudkan masyarakat yang beriman, 

terlaksananya ketenteraman dan ketertiban 

terwujudnya pen egakan hukum yang berkeadilan 

5. Sum bawa Tangguh dan Berkelanju tan 

berkarakter, 

umum dan 

Pengembangan infrastruktur dan k onektifitas antar wilayah 

serta meningkatkan k etahanan terhadap bencana dan 

peru bah an iklim m elalui pengelolaan lingkungan hid up secara 

berkelanjutan. 

Renstra Kecamatan Lape akan m emfokuskan pada Misi 3 

yakni Sumbawa Bersih dan Melayani.Sesuai dengan Peraturan 

Bupati Sumbawa nomor 53 Tahun 2015 ten tang p erubahan 

peratu.ran Bupati Sumbawa nomor 23 Tahun 2012 ten tang 

pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat untuk menangani 

sebagian urusan Pemerintahan Daerah (pelaksanaan PATEN) dan 

Peraturan Daerah Nomor 80 tahun 2020 tentang Susunan 

Kedudukan Togas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan 

yang mempunyai wilayah kerja terten tu, di pimpin oleh Ca.mat 
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yang berada dibawah dan bertanggung jawabKepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah, secara umum sebagai berikut : 

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian uru san otononu daerah. 

2. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban um um; 

d . Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

daerah dan peraturan bupati; 

e. Mengoordinasikan p emeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh pernagkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/ atau kelurahan; 

h. Melaksanakan urusan pemerint:ahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan 

i. Mela:ksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Tugas di atas selaras dengan misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 

yaitu .Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Mela.yam yang bertujuan untuk 

meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelaynan publik dengan 

sasaran meningkatkan Kualitas Reformasi Birikrasi sehingga mampu 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepem erintahan 

yang baik (good governance). 
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Re.nstra Sekretaria.t Da.erah Provinsi 

NTB 

Renstra K/L adalah dokumen perencanaan 

Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 

sampai dengan tabun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 

Tahun 2020-2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan 

rencana sasaran nasionaJ yang hendak dicapai dalam rangka mencapai 

sasaran Program Prioritas Presiden 

Sebagai dasar penyu sunannya, Pemerintah tel ah menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 

2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Sela.ma periode 

2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada S aspek 

yaituPembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan 

regulasi, Penyederhaan birokrasi dan Transformasi ekonomi. 

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 

7 agenda pembangunan nasional meliputi: 

l) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 

2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 

3) SDM berkualitas dan berdaya saing 

4) RevoJusi mental dan pembangunan kebudayaan 

5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 

6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubaban iklim 

7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 

Dalam penyusunan agenda pembangunan tersebut, pemerintah 

teJah mempertimbangkan lingkungan, isu -isu strategis, kerangka 

ekonomi, batasan pembangunan, pengarusutamaan, serta proyek 

prioritas strategis. Faktor-fakor tersebut dijadikan sebagai referensi 

untuk pembuatan arah kebijakan dan strategi dalam mencapai visi 
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Presiden 2020-2024 "Terwujudnya In donesia maju yang berdaulat, 

mandir i, dan berkepribadian berlandask an gotong royong" 

3.3.1. Telaahan Renstra Sekrtetariat Daerah Provinsi NTB 2019-

2023 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat 

Nomor I Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 

sebagai acuan penyusunan Renstra PD dan berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 

Dalam rangka m ewujudkan visi untuk membangun Nusa 

Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan 

Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut: 

I. NTB TANGGUH DAN MANTAP m elalui penguatan mitigasi bencana 

dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan 

serta konektivitas wilayah; 

2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan b erdedikasi; 

3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah; 

4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui p engelo]aan sumber daya alam 

dan lingkungan yang berkelanju tan; 

5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRJ melalui penanggulangan 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi 

inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; 

6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui pe.rwujudan masyarakat madani 

yang beriman, berkarakter dan penega.kan h ukum yang 

berkeadilan. 

Menetapkan Tujuan sebagai berikut : 

L Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. 

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran . 
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3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat.. 

4. Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah clan badan usaha, 

serta kemudahan perizinan, 

5. Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan 

Iklim Demorasi. 

6. Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah 

Dengan sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu : 

L Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran. 

2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kine1ja pemerintah 

daerah yang akuntabel dan transparan. 

3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel. 

4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan lrualitas. 

5. Terwujudnya Kerjasama Daerah. 

6. Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah. 

7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan .. 

8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat. 

9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan 

berkesinambungan. 

10. Terwujudnya Jayanan pengadaan barang/j asa yang transparan, 

efektif, efisien dan akuntabel. 

11. Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas. 

12. Terlaksananya pengenbangan investasi. 

13. Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di 

masyarakat. 

14. Meningkatnya produk hukum daerah y ang terbentuk. 

3 .3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam :Negeri 2020-2024 

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 
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Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas 

dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pem erintahan 

dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusu n 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 untuk menjadi pedoman 

dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam 

lima tahun ke depan dengan menetapkan Peraturan Men teri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Ren cana 

Strategis Kemen terian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024, dengan Visi 

"Kementerian Dalam N egeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan 

Inovatif (APPi) dalam memperkuat p enyelenggaraan p emer intahan dalam 

negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

ber landask an Gotong Royong' den gan men etapkan Misi : 

l. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menJaga 

kebhinek aan, persatuan dan k esatuan, demokratisasi, serta 

karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 

2. Meningkatkan k apasitas dan kualitas SOM aparatur pem erintahan 

dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan pu blik dan 

reform asi birokrasi . 

3. Meningkatkan sine:rgi penyelenggaraan pem erintahan dan 

pemban gunan daerah dan desa, melalui ef ektivitas p enyelenggaraan 

desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pemb angunan 

nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

yang akun tab el dan berpiha k k epada rakyat, pen ingkatan tata 

kelola p emerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan 

administrasi k ependudukan, ser ta penguatan administrasi 

kewilayahan dan penyelen ggaraan trantibumlinmas. 

Dengan Tujuan 

l. Terwujudnya s tabilitas politik dalam negen dan kesatuan bangsa 

(Tl). 
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2. Peningkatan kapasitas dan sinergi p embangunan pusat dan daerah, 

serta pelayanan pu blik yang berk:ualitas dan p enguatan inovasi (T2) .. 

3. Peningkatan tata kelola pem erintahan yang baik cli lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri ,(T3) 

Renstr a Kem endagri dengan m engidentifik asi 1su-1su strategis antara 

lain: 

a) Stabilitas politik dalam n egeri. 

b) SDM aparatur pemerintahan dalam negeri 

c) Tata kelola p emerin tahan daerah dan desa 

3 . 3 .3 . Telaahan Renstra Kementerian PAN Dan RB 2020-2024 

Rens tra Kementerian PAN dan RB ditetapkan den gan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birok:rasi 

Republik Indon esia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencan a Strategis 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Tahun 2020-2024 dengan mengangkat Visi "Mewujudkan Aparatur 

Negara yang Profesional dan Berintegrit as Tinggi untuk Mencapai 

Pem erintahan yang Berk elas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden 

dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: 

•1ndonesia Maju yang Be.rdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang 

berlandask an Gotong Royong. 

Un tuk menjalankan vis1 tersebut terangkum dalam rms1 

Pen gelolaan Pem erintahan yang Bersih, Efek:tif, dan Terpercaya, den gan 

uraian se bagai beriku t: 

l. Mencip takan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, 

Lincah, Terintegrasi dan Berb asis Elektronik - digital bureaucracy. 

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan 

Berwawasan Glo ba.L 

3. Mengem bangka.n Sistem Manajemen Kinerja Ins tansi Pemerintah 

yang Transparan dan Akuntabel. 

4. Menciptakan Sistem Pen gawasan yang Profesional, lndepen den dan 

Berin tegritas. 

5. Mewujudkan Pelayanan Publik. yang Bersih, Akuntab el dan Melayani. 
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6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan m e]aksanakan misi 

Kementerian PANRB maka ditetapkan tujuan : 

I . Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya 

sain g. 

2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel. 

Keterkaitan 

a ntara Sa.saran Strategis 

dan Tujuan Kementerian 

PANRB akan 

digambarkan dalam 

gambar disamping ini : 

TUIUAN 1 

TUJUAN 

@j 

...,_,, .......... ~ ........... ~ ........................................ 

..... S1'91..,.---.,... 

=•~ .. _...,. __ ._ __ , I 

3 .4. Telaahan RTRW dan Analisis KLHS Kabupaten Sumbawa 

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Lape yang terdapat 

didalamRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa 

termasuk wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas meliputi 

pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan minapolitan 

(perikanan) dan pendukung wilayah pengembangan peternakan di 

wilayah Kabupaten Sumbawa bagian barat, sehingga pertumbuhan 

produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu 

ditunjang oleh peran koordinasi dan fasilitasi yang kuat oleh 

kecamatan. 

Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa 

bahwa Kecamatan Lape termasuk berkarakteristik wilayah pesisir 

kategor.i tidak aman dalam bencana alam, karena terletak didaerah 

yang bersentuhan langsung dengan bencana seperti keberadaan 

.hutan gunung yang telah mengalami penggundulan dan 

pemanfaatan sebagai lahan pertanian baru. Dengan demikian tidak 
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menutup kemungkinan terjadi bencana alam dan banjir yang 

memerlukan kesiapsiagaan. 

BerdasarkanKajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa wilayah 

Kecamatan Lape terletak dengan ketinggian wilayah dengan elevasi 

6 Meter dpal terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang 

menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia 

sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian 

sumber a.t.r, mempertahankan fungsi lahan konservasiJ dan 

pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau. 

Kecamatan Lape merupakan kawasan jalur hijau yang menjadi 

andalan sektor pertanian b eririgasi teknis dan non t:eknis. 

3 .5. Penentuan lsu-isu Strate,gis 

Berdasarkan analisis linglrungan strategis di atas, maka dapat: 

ditemukan isu-isu s trategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kecamatan Lape yang dihadapi adalah : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, dimaksudkan untuk : 

• Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas 

pelayanan aparatur yang professional, berdedikasi tinggiJ 

urgen dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan 

sasaran terwujudnya pelayanan prima dan meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam proses pem bangunan yang 

aspiratif, partisipatif, akuntabel melalu i : 

o Melaksanakan t:ugas tugas, pemerintahan dengan penu h 

tanggungjawab, penuh dedikasi dan professional; 

o Melaksanakan tugas-tugas pembangunan di segala 

bidang yang dilandasi rasa adil dan merata ; 

o Mem berikan pelayanan yang sebaik baiknya sehingga 

dapat memu askan masyarakat ; 

o Meningkatkan ku alitas diri, yakni sumb erdaya manusia 

sebagai Aparatur Pemerintah. 

2. Memberdayakan potensi daerah be:rbasis sumberdaya lokal, 

yakni: 
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• Mevrujudkan system pengelolaan asset-asset daerah yang 

ef ektif efisien dengan sasaran terpeliharanya asset-asset 

daerah secara optimal. 

• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan 

tuju an sasaran yang ingin dicapai; 

• Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil 

pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan 

(disparitas) antar wilayah; 

• Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan 

hidup dengan sasaran terwujudnya proses pemb angunan 

yang berkelanjutan; 

• Meningkatkan ketersediaan sumber daya arr bersih bagi 

warga m asyarakat di wilayah kecamatan Lape 

3. Memberdayakan lembaga kem asyarakatan dengan sem angat 

dari dasar pelaksanaan kebijkan pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat adalah memb erikan ruang 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsepsi 

pem bangunan adalah milik semua masyarakat, untuk 

mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus di berikan 

ruang kep ada lem baga kemasyarakatan yang ada, agar 

keberadaannya bersama pemerintah berusaha memaksimalkan 

potensi yang dimiliki. 

4. Mewujudkan cir.i kbas wilayah yang berbasis agraris dengan 

konsekuensi dari daerah agraris adalah pertumbuhan ekonomi, 

percepatan pembangunan dapat dimaksimalkan 

5 . Kualitas dan layanan inf:rastruktur, ketangguhan menghadapi 

bencana dan praktek pengelolaan lingkungan hidup yang 

masih periu ditingkatkan. 

6. Belum tersedianya data pendukung dalam rangka 

meningkatkan kinerja baik di desa maupun di kecamatan. 

7. Sistem pengawasan, pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan 

APBDes. 
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8. Belum optim alnya PAD dari sektor pajak yang diseb abkan 

adanya obyek dan wajib pajak yang tidak terdaftar dan ganda 
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No. 

I 

BABIV 

TUJUAft DAft SASARA.N 

4.1 T UJUAft DAN SASARAN JAftGKA MENENGAH KECAMATAN 

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang mengacu serta selaras dengan 

arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional Tahun 2020 - 2024, Rencana pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 -

2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan 

dijabarkan dalam Tabel T-C. 25 di bawah ini : 

Tabel T-C.25 . 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menenga h Pelayanan/ Pelaksanaan 
Tu gas/ Fungsi/ Kewenangan 

Kecamatan Lape 

Turet Kinerja Tujuan / saaaran pacla 
T'ajnan SuaranPD lnclikator Ketja Tahun kc-

PD 
l 2 a 4 5 

llcninc)itkan llilai Rclo:nnaai 
8irokraai clc~an Pe~tan 

lli lai RB 61.3:2 51.91 51.5 55.00 67.6 

koordiuaai penyclcnccaraan 
pemerintahllll, pelayanan publik dllll 
pcmbcrclayaan masyarali.at desa 

Mcningkatnya 
Akuntabilitas Kincrja 

Katcgori Predikat Huil 
Pcnilman AKIP Kccama1.a11 

B BB BB BB A 

Kc=atan Lape I.ape 

Mcningkatnya Kualitas Nilai Sun·ci Kepuasan N/A N/A 63 65 68 
Pelayanan Publik Masyarakat 
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B.ABV 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN KECAMATAN LAPE 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rumusan 

pernyataan strategi dan kebij a kan p embangunan Kecamatan Lape untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) 

tahun ke depan a dalah sebagaiman a tertuang dalam Tabel T-C.26 

Tabel T-C.26 

Hubungan antara Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
dengan ~juant Sasaran, Strategi dan .Arab Kebijakan 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 

Visi : Sumbawa ,Gemilang dan Berkeadaban 

Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani 

Tujuan Sasaran Strategi Arab Kebijakan 

Meningkatka I Meningkatnya I Peningkatan I Mengkoordinasikan 
n Nilai Kualitas Ku alitas penyelenggaraan 
Reformasi Pelayanan Publik PenyeJenggara kegiatan 
Birokrasi Kecamatan Lape an pemerin tahan di 
dengan Pemerintahan Tingk at kecamatan 
Peningkatan dan 
koordinasi Pelayanan 2 Menye]enggarakan 

penyelen ggar PubJik urusan 

aan pemerintahan yang 

pemerin taha tidak di) aksanakan 

n , pelayanan oleh unit kerja PD 

publik dan yang ada di 

pemberdayaa Kecamatan 

n m a:syarakat 3 Mengkoordinasikan 
desa pemelih araan 

prasana dan sarana 
pe]ayanan u mum di 
Wilayah Kecamatan 
Lape - -

4 Melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan oleh 
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Bupati kepada 
Camat 

,-.. -2 Peningkata n 5 Mengkoordinasikan 

Ku aJitas 
Kegiatan 

Pemberdayaa 
Pemberdayaan Desa 

n Masyarakat 6 Mengkoordinasikan 
Desa Pemberdayaan 

Lembaga 
Kem asyarakatan 
Tingkat Kecamatan 

7 Mengkoordinasikan 
dan Sinkronisasi 
Pemberlakuan 
Pembatasan Keg.iatan 
Masyarakat (PPKM] 

8 Melaksanakan 
Pemberdayaan dan 
Kesejaht:eraan 
Keluarga 

Tingkat Kecamatan 
dan Kelurahan 

3 Peningk:atan 9 Mengkoordinasikan 
Ku aJitas Upaya 
Koordinasi Penyelenggaraan 
Keten traman Ketenteraman dan 
dan Ketertiban Umum 

- Keter t iban 
Um um 

10 MengKoordina sikan 
Penerapan dan 
Penegakan Peratu ran 
Daerah dan 
Per aturan Kepala 
Daerah 

4 Peningk:atan 11 Mengkoordinasikan 
Ku aJitas Penyelenggaraan 
Penyelenggara Urusan 
an Urusan Pemerintaban Umu m 
Pemerintahan sesuai Penugasan 
Umum Kepala Daerah 

12 Memfasilitasi 
5 Peningkatan Penyusunan 
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Kua1itas 
Pembinaan 
dan 
Peogawasan 
Pemerintahan 
Desa 
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Peraturnn Desa dan 
Peraturan Kepa1a 
Desa 

13 Mernfasilitasi 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

14 Mernfasilitasi 
Pengelo]aan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset 
Desa 

15 Mernasilitasi 
Penerapan dan 
Penegakan Peraturan 
Perundang­
Undangan 

16 Memfasilitasi 
PeJaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

17 Memfasilitasi 
PeJaksanaan 
Pemilihan 
Desa 

Kepala 

18 Memfasilitasi 
Pelaksanaan Togas 
dan Fungsi Badan 
Permu syawaratan 
Desa 

19 Merekomendasikan 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian 
Perangkat Desa 

20 Memfasilitasi 
Singkronasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah dengan 
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Pembangunan Desa 

21 M emasilitasi 
Penetapan Lokasi 
Pembangunan 
Kawasan Pedesaan 

22 Memfasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

23 Memfasilitasi 
Pelaksanaan Tugas, 
Fungsi; dan 
Kewajiban Lembaga 
Kemasyarakatan 

24 Memfasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Parti si fatif 

25 Memfasilitasi 
Kerjasama An tar 
Desa dan Kerjasama 
Desa dengan Pihak 
ketiga 

26 Memfasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

27 Memfasilitasi 
Penataan, 
Pemanfaatan, dan 
Pendayagunaan 
Ruang Desa Serta 
Penetapan dan 
Penegasan Batas 
Desa 

28 Memfasilitasi 
Penyusu:nan Program 
dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
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2 Meningkatnya 
Kategori Predikat 
Hasil Penilaian 
AK.IP Kecamatan 
Lape 

6 Peningkatan 
Kua1itas 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
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29 Mengkoordinasikan 
Pendampingan Desa 
di WiJayahnya 

30 Mengkoordinasikan 
Pe]aksanaan 
Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 
di WiJayah 
Kecamatan 

31 Melaksanakan 
Perencanaan, 
Penganggaran; dan 
Eva1uasi Kinerja 
Perangkat D aerah 

32 Me]aksanakan 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

33 Me]aksanakan 
Administrasi Barang 
Milik Daerahpada 
Perangkat Daerah 

34 Me]aksanakan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat D aerah 

35 Melaksanakan 
Administrasi Umum 
Perangkat D aerah 

36 Melaksanakan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

37 Melaksanakan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
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Pemerin tah Daerah 

38 Melaksanakan 
Peme1iharaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerin tahan 
Daerah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDlKATlF 

6 .1 Pengertian Umu:m. 

Besar atau kecilnya suatu organisasi peme:rintahan sangat dituntut 

melakukan penyu sunan program dan kegiatan yahng dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi tersebut melalui program kerja operasional 

organ1sas1. 

Pada hakekatnya program kerja operasional organisasi merupakan 

upaya dalam imp]ementasi strategi organisasi. Program kerja operasional 

merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang 

ctiperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional 

organisasi merupakan penjabaran rincian tentang langkah-1angkah yang 

diambil untuk menjabarkan keb:ijakan. 

Untuk suatu bidang atau unit kerja, program kerja operasional 

didasarkan atas perumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang 

ada hubungannya dengan segala aspek fungsi bidang atau unit kerja 

bidang bersangkutan. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator 

Kinerja, Kelompok Sasaran clan Pendanaan Indikatif Kantor Camat Lape 

secara rinci dapat dilihat pada tabel : T-C-27. 
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TuJuan Sasaran 

PO PO 
Prof:ram, Kqiatan & Sub Ke,latan 

Sasaran Klnerja Program, Kegiatan & Sub 

Ke,latan 
lr.dlkator Klnerja 

Meningkatkan Nllal ReformaSI Blrokrasl dqan Peningkatan koordinaSI penyelengaraan pemerintahan, pelayanan 

publlk dan pemberdayaan masyarakat desa 

Menlrcbtnya KategOri Predlkat Hasll Penilalan AKIP Kecamatan Lape 

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN MENINGKATNYA HASIL PENllAIAN PENINGKATAN NILAI SAKIP SETDA 
TAHUN N·l 

X XX 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

X XX 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

PEMERINTAHAN OAERAH AkUNTABIUTAS KINERJASETOA 

01 201 Pf!rencanoan, Pf!nganggoran, don 
Evoluasl Klner)a KKamaton ~ 

01 201 Penyusunan Ookumen Perencanaan 

Kecamatan la~ 

Tt rsusunnya Dokumen Pf!renconOOtl, 
Pf!nganwaran, dan Evoluasl Klnerja 
<«amatan ,_ 

Tenusunnya Ookumen Perencanaan 

Kecamatan Lape 

umloh Dokumtn Pf!renconoon, 
Pf!ngangrpran, don Evaluasl Klnerja 
Ktcamatan~ 

Jumlah Oolr.umen Perencanaan 

Kecamatan Lape 

01 201 Koordinasi dan Penyusunan Ookumen Tenedianya Ookumen RKA·SKPD dan Jumlah Oolr.umen RKA·SKPO dan lapOfan 
RKA- SKPO Laporan Hasil Koordinasi Pen.,usunan Hasi Koordinasi Pen.,usunan Ooli:umen 

Ookumen RKA· RKA·SKPD 

01 201 Koordinasi dan Penyusunan Ookumen Tenedianya Dokumen Perubahan RICA- Jumlah Oolr.umen Perubahan RKA-SICPO 

Perubahan RKA-SKPO SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Ookumen Perubahan RKA- Penyusunan Ookumen Perubahan RKA-
ISKPD KPD 

01 201 Koordinasi dan Penyusunan OPA·SKPO Tersedianya Ookumen OPA·SKPO dan Jumlah Oolr.umen OPA·SKPO dan laporan 

laporan Hasil Koordinaosi Penyusunan 
M . ·••--

01 201 koordinasi dan Penyusunan Perubahan Tenedianya Dokumen Perubahan OPA- Jumlah Oolr.umen Perubahan DPA-5kPO 

OPA· SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan OPA- Penyusunan Ookumen Perubahan OPA· 

01 201 koordinasi dan Penyusunan laporan Tenedianya laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan Capaian kinerja dan 
Capaian kinerja dan lkhtisar Realisasi lkhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan lkhtisar Rea isasi Kinerja 5KPO dan 

kinerja SKPD 

01 201 Evaluasi Kiner1a Peranglr.at Daerah 

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Jkhtisar Realisasi 

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan ,,._ 

laporan Hasil Koordinasi Pe.,.,usunan 

Laporan capaian Kinerja dan llr.htisar 

Jumlah laporan Evaluasi Kirterja 
Kecamatan ..... ,. 

01 201 Admlnlstrasl KeuanQ(II) Ptrangkat Dat!rah Tt rsusunnya Dokumen Admlnlstrasl umloh Dokumtn Admlnlstrasl KtlJOIJfilOn 
Pf!rangkat Datrah KtlJOIJfilOn Pf!rangk.at Oatrah 

01 202 Penyediaan Gaji dan Tunjangan A5N Tersedianya Gaji dan Tunjangan A5N Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tun·anRanASN 

01 202 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Jumlah Oolr.umen Hasi Penyediaan 

Tugas ASN Tugas ASN Administrasi 
DAl•L-•A•~ ,T, •• A, "~·· 

01 202 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Oolr.umen Penatausahaan dan 
PPno, "i nNPrifika<i l(puJ1noan <;l(pn P n~·•' i•n/Vprifika<i KPuanoan <;l(pn PPnouii nNPrifika<i KPm1noan <;l(pn 

01 202 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Oolr.umen KoOfdinasi dan 
<;l(pn P I k ana1an Alr.unt n i <:.KPO P I k~anaan Ak nun i <:.KPn 

01 202 Koordinasi dan Penyusunan laporan Tenedianya laporan Keuangan Akhir Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun 
Keuangan Akhir Tahun SKPO Tahun SKPO dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD dan La po ran Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun Penyusunan lapor.an Keuangan Akhir 

01 202 Pengelolaan dan Penyiapan 8ahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Tersedianya Dokumen 8ahan Tanggapan Jumlah Dolr.umen 8ahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan dan Tindak lanjut 

P m rilr.~"'"'" P"m rilr.••A 
01 202 ICoordinasi dan Penyusunan laporan Tenedianya laporan ICeuangan Jumlah l aporan Keuangan Bula nan/ 

keuangan Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran 5KPD dan Triwulanan/ Semester an SKPD dan 

Semesteran SkPD 

01 202 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prnonn<i Re lin<i Anooar n 

laporan koordinasi Pert'yusunan laporan laporan Koordinasi Penyusunan laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesreran 

Tenedianya Dokumen Pelaporan dan 

An Ii i PrA- ·-·i R""' i a i Anoo"'r n 

Keuangan Bulanan/Triwulanan 
/Semesteran SKPD 

Jumlah Oolr.umen Pe aporan dan Analisis 
Prnonn<i Re lin<i Anao"'r n 

T--C.27 PerubaMn Rencana Procram, Kqlatan/SUb l(ealatan dan Per.daMan 
1Cecam1tan Lape kabupeten Sumblwa 2021-2026 

Ta..- Kine 

Satuan Tahun-1 {2021) Tahun-2 {2022) 

Rea11Ysl Rp ReallYsl •• 
S1.32 S1.91 

N/A 1.414.578.S38 1.S91.118.885 

NIIAI 
N/A 1.434.578.S38 33,25 1.S91.118.885 

DokurMn 11.848.200 17.876.059 

Dokumen 2.000.000 2.503.594 

Dokumen 2.000.000 3.014.490 

Dokumen 2.000.000 2.624.550 

Dokumen 2.000.000 2.576.600 

Dokumen 613.200 2.746.625 

Laporan 1.280.000 2.216.600 

laporan 1.955.000 2.193.600 

DokurMn 1.317.916.404 1.3'8.185.031 

Orang/ bulan 15 1.287.458.904 16 1.306.482.938 

Dokumen 25.400.000 18.870.000 

Dokumen 1.000.000 13.351.600 

Dokumen 917.SOO 2.108.600 

Laporan 140.000 1.816.000 

Dokumen 1.000.000 351.000 

laporan 1.000.000 3.755.300 

Dokumen 1.000.000 1.449.600 

a p ...... ram dan Kera,__,. Pendanaan 

Kondlsl Klnerja pada akhlr 

Tahun-3 {2023) Tahun-4 {2024) Tahun-S (202S) periode Renstra PO (2026) Penangun,-Jawab 

t.upt •• ...... •• ...... •• ...... •• 
52.5 55.00 S7.S S7.S 

BB 1.487.119.3S5 BB 1.583.207. 784 A 1.741.S28.S62 A 

.. 1.487.119.3S5 68 1.583.207.784 72 1.741.S28.562 72 1.915.681.419 Sekretarts Kecamatan 

17.991.900 7.607.90( 8.368.690 9.20S.SS9 
Kasubbac Perencanaan, 

Keuanaan dan Pelaporan 

4.834.900 1.407.900 1548.690 1.703.559 
Kasubbag Perencanaan, 
Keuangan dan Pelaporan 

2.527.000 1.045.000 1.149.500 1.264.450 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

2.376.000 825.000 907.500 998.250 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

1.876.000 1.045.000 1.149.500 1.264.450 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

1.976.000 1.045.000 1.149.500 1.264.450 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan PelapOfan 

1.876.000 1.045.000 1.149.500 1.264.450 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

2.526.000 1.195.000 1.314.500 1.445.950 
Kasubbag Perencanaan, 

KeuanRan dan Pela oran 

1.222.841.3S5 1.439.150.684 1.583.065.752 1.741.372.328 
Kasubbac Perencanaan, 

Keuanaan dan Pelaporan 

16 1.126.836.955 1.347.517.18-4 1.482.268.902 1.630.495.793 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuan11.3n dan Pelaporan 

88.200.000 89.570.000 98.527.000 108.379.700 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

Kasubbag Perencanaan, 

KeuaORan dan Pelaooran 
Kasubbag Perencanaan, 

KeuanRan dan Pela oran 

4.832.000 868.500 955.350 1.050.885 
Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pe aporan 

Kasubbag Perencanaan, 

Keuangan dan Pe apOfan 

2.972.400 1.195.000 1314.500 1.445.950 
Kasubbag Perencanaan, 
Keuangan dan PelapOfan 

Kasubbag Perencanaan, 
Keuanoan dan Pela Ofan 
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01 203 Adm/nlstrosl BMO pada PO Tersusunnyo Dokumen Admlnlstro:sl BMO umloh Dokumtn Admlnlstro.sl BMO 
poda Kecamaton L~ pada Kecomatan ~ 

01 203 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tersedianya RKBMO SICPD Jumlah RKBMD SKPD 
""""l(i'pr'I 

01 203 Pengamanan BMD SKPO Terlaksanan-,a Pengamanan BMD Jumlah Ookumen Pengamanan SMC 
ISKPD l(Dr'\ 

01 203 ICoordinasi dan Penilaian Barang M il ik Tersedianya Laporan H asi Penilaian BMC Jumlah l aporan Hasi Peni aian BMD dan 

Oaerah SICPD dan Has ii Koord inasi Penilaian BMD SKPD Hasil Koord inasi Penilaian BMD SKPD 

01 203 Pembinaan, Pengawasan, dan Terlak~nanya Pembinaan, Pengawasan, Jumlah Laporan Hasi Pemb inaan. 

Pengendalian BMC pada SKPD dan Pengenda ian BMO pada SKPD Pengaw;nan, dan Pengendalian BMD 
_.,.mn 

01 203 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Terlak~nanya flekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan flekonsi iasi dan 

BMO oada SKPO Laoora n BMD oada SKPD Penvusunan Laooran BMD ada SICPD 

01 203 Penarausahaan 8MD pada SKPO Terlak~n anya Penatausahaan BMD pada Jumlah laporan Penatausahaan BMD 

lo;Kpn A•"· <;KPn 

01 203 Pemanfaatan Barang M il ik Oaerah SKPD Terlak~n anya Pemanfaatan Barang M ilik Jumlah Ookumen Hasi Pemanfaat an 

Daerah Barang Mi ik Daerah SKPD 

SKPD 

01 205 AdmlnlSttasl Ke~fPWO[on ~ror,{lkat Tt rsusurmyo Doku~n Admlnlstrasl um/oh Dolcumtn Admlnlstrasl 

""'""' Ktptgawolon Ptrongtat Doeroh Ktptgawolon Ptrongkot Doeroh 

01 205 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Jumlah U nit Peningkatan Sarana dan 

n;ci lin P'"'"'W i Pr,..,,r,.n • n1 i lin p .. .,,.w i Pr"~"r n • n i i tin p .. .,,.w i 

01 205 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Paka ian Dinas besert a 

Atribut Kelenokan,.nnwa Kelen k,.n,n Alrihut Kel n<1kan:1n 

01 205 Pe ndataan dao Pengolahan Terlak~n anya Pendataan dan Pengolah an Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

01 205 Koordinasi dan Pelaksanaan 5istem Terlak~nanya Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

lnformasi Kepegawa ian Sistem lnformasi Kepegawaian dan Pelaksan aaan 5istem lnformasi 

Kene awaian 

01 205 Monitoring, Eva uasi, dan Peni aian Terlak~n anya Monit oring. El,,a'u asi, dan Jumlah Dokumen Monitoring. 

Kineria Pegawai Penilaian Klnerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kiner;a Pegawai 

01 205 Pemulanean Pegawai yane Pensiun Terlak~n anya Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun yang 

Pensiun Dioulan kan 

01 205 Pemul anean Pegawai yane Meninggal Terlak~nanya Pemu angan Pegawai yan g Jumlah laporan Hasi Pemulangan 

dalam M el ah anakan Tu gas 

01 205 Pemin dahan Tugas ASN 

01 205 Pendidikan dan Pelat ihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

01 205 So<.iial isasi Peraturan Perundang­

Undangan 

Meninggal dalam Melak~nakan Tugas Pegawai yang 

Meninggal da am Melak.sanakan Tugas 

Terlak~n anya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang d ipindahtugaskan 

Terlak~n anya Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tug as dan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang M engikuti Pendidikan dan 

p l:o.rih n 

Terlak~n anya Sosialirnsi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang M eneiku ti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-U ndangan 

01 205 Bimb ingan Teknis lmplementasi Terlak~n anya Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Peraturan Perundang•Undanga n lmplementasi Peraturan Perundang- Teknis lmp' ementasi Peraturan 

l llndan an P rundan ••llndanoan 

01 206 Admlnlstrosl Umum Ptrongkat Doeroh Ttrsusunnyo Dolcu~n Admlnlstrosl Umum um/oh Dolcum~n Mmln/strosl Umum 

01 206 Penyediaan Komponen lnstalasi 

listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Ptrongkat Dotroh Ptrangk,at Dotroh 

Tersed ianya Komponen lnstalasi 

Listrik/Pen erangan Bangunan Kanlor 

Jumlah Paket Komponen lnstalasi 

listrik/Penerangan eangunan Kantor 

01 206 Penyediaan Peralatan dan Per'engkapan Tersedianya Pera Iatan dan Per engkapan Jumlah Paket Peralatan dan 

Kantor Kant"' Perl en kanan Kantor an Disediakan 

01 206 Penyediaan Peralatan Aumah Tangga Tersedianya Peralat an Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 

uono ntc,.,tj k n 

01 206 Penyediaan Bah an Loglstik Kantor Tersedianya Bah an Loglstik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

an., Oisediakan 

01 206 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

P•na,und••n P l'l""and••n Penanand••n " '" • n ju •d i k•n 

01 206 Penyediaan Bahan Bacaan d an Tersedianya Bahan Bacaan dan Jumlah Ookumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

01 206 Penyediaan Bah an/Material 

01 206 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Peraturan Perundang-u ndangan Peraturan Perundang-U ndangan yang 

i ed iakan 

Tersedianya Bah an/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 

Di«•~iakan 

Terlak~nanya Fasi itasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

T m 

Doku~n 750.000 37. 109.00C 61.067.40[ 1.os5.ooc 1.160.500 1.276.SSO 
1Casubba1 Um um dan 

ICepqwalan 

Dokumen 750.000 37.109.000 59.982.000 
Kasubbag Umum dan 

Ken,,,owaian 

Dokumen 
Kasubbag Umum dan 

)(en,,,owaian 

Laporan 
Kasubbag Um um dan 

Kepegwaian 

Laporan 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

laporan 1.085.400 1.055.000 1.160.500 1.276.550 
Kasubbag Umum dan 

KeoeRwaian 

laporan 
Kasubbag Umum dan 

KeoeR.waian 

Dokumen 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Doku~n 2.038.0CK 769.00C 845.900 930.490 
Kasubba1 Um um dan 

Kepepal.ln 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

KeoeRwaian 

Paket 
Kasubbag Umum dan 

KeDPowaian 

Dokumen 2 .038.000 769.000 845.900 930.490 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Ookumen 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Dokumen 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Orang 
Kasubbag Um um dan 

1<epe2waian 

Laporan 
Kasubb ag Umum dan 

Kepegwaian 

Kasubbag Umum dan 

KepeJlwaian 

orang 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Orang 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Ooku~n 15,330.000 69.082.85( 114.735.75( 65.655.75( 72.221.325 79.<M3.4S8 
Kasubba1 Um um dan 

Kepqwa\an 

Paket 1.500.000 2 .378.500 6 .051.250 2 .243.750 2.468.125 2.714.938 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Paker 13.149.500 580.000 638.000 701.800 
Kasubbag Umum dan 

l<e''"'""••aian 

Paket 3 .752.000 
Kasubbag Umum dan 

Ke~A-••a ian 

Paket 
Kasubbag Umum dan 

KeDPowaian 

Paket 
Kasubbag Um um dan 

Keoel!'waian 

Ookumen 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Paket 
Kasubbag Umum dan 

l<eDPowaian 

laporan 6.000.000 17.450.000 29 .144.000 29.144.000 32.058.400 35.264.240 
Kasubbag Umum dan 

)(en,,,owaian 
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01 206 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Ter1aksananya Penye1enggaraan Rapat Jumlah laporan Penyelenggaraan Ra pat 

Konsultasi SKPO Koordinasi dan Konsultasi SKPO Koordinasl dan Komultasi SKPD 

01 206 Penatausahaan Anip Dinamis pad a SKPD Terlaksananya Penatausahaan Anip Jumlah Ookumen Penatausahaan Anip 
1 ... , ,:;i-pn j,umi ,<;l'pn 

01 206 Oukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPO Terlaksanan-,a Oukungan Pelaksanaan SPBE Jumlah Ookumen Oukungan 
l ..,~,1~ SKPO P I k""" ~~n pnc '"",1 ~ KP" 

01 207 Prngadaan BMD Prnun}ang Tersusunnyo Dolcu~n Prngadaatl BMD um/oh Dolcumf!!n Pengadoon BMD 

Urusan Pr~rfntah D«rah Prnun}ong Urusan Prmrrlntah D«rah Prnun}ang Urusan Kecomatan Lope 

01 207 Pengadaan Kendaraan Perorangan Oinas Tem~dianya Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Oinas Jabatan 

01 207 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapan&an 

01 207 Pengadaan Alat 8esar 

01 207 Pengadaan Alat Angkutan Oarat Tak 

8ermotor 
01 207 Pengadaan Met>el 

atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang . . , ,.,. 
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Oinas 
atau Lapangan 

Tersedianya Alat Besar 

Tersedianya Alat Angkutan Oarat Tak 
Bermntor 
Tersedianya Met>el 

Operasiona atau l apangan yang 
i•A"i k;,,n 

Jumlah Unit Alat Besar yang Oisediakan 

Jumlah Unit AlatAngkutan Darat Tak 
8ermotor ana Di ediakan 
Jumlah Paket Mebel yang Oisediakan 

01 207 Pengadaan Peralatan dan Mesin l ainnya Tersedianya Pera Iatan dan Mesin l ainnya Jumlah Unit Pera Iatan dan Mes in Lainnya 
ano Oisediakan 

01 207 Pengadaan Aset Tetap lainnya Tersedianya Aset Tetap lainnya Jumlah Unit Asel Tetap lainnya yang 
i ... ,Ak~n 

01 207 Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Asel Tak 8erwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 

01 207 Pengadaan Gedung Kantor atau 
ean unan Lainn a 

Tersedianya Gedung Kantor atau 
Ban unan Lainnua 

Disediakan 
Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
ean unan Lainnua an Disediakan 

01 207 Pengadaan sarana dan Pras.arana Tersedianya sarana d an Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Gedun& Kantor atau eangunan l..1innya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

01 207 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Pendukung Gedung Kantor atau 

01 208 PenyNloon Jaso Penun}ong Uruson Tersusunnyo Doku~n PenyNloon Jaso um/oh Dokumen Pen~dloon Jaso 
Pemerlntahan Doeroh Penun}ang Urusan Pemerlntahan Dae rah Penun}ang Urusan Pemerlntahan 

01 208 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

01 208 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan listrik 

01 208 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Periengkapan kantor 

--Terlaks.ananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat 

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan las.a 
Airdan listrik 

Tersedianya Jasa Peratatan dan 

Perlengkapan kan1or 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 

uanl!' Oi~edi kan 
Jumlah l aporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan kantoryan& 
i•A"i k;,,n 

01 208 Penyediaan Jasa Pelayanan Um um kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Um um kantor Jumlah l aporan Penyediaan Jasa 

Pl"'layanan Umum kantor yang . . ,,., 

01 209 Peme//horoon BMD Penun}Ong Uruson Tersusunnya Doku~n Pemellhoroon BMD um/oh Dokumen Pe~IJlloroon BMD 
Pemerlntahan Doeroh Penun}ang Vrusan Pemerlntahan Dae rah Penun}ang Vrusot1 Pe~rlntohan 

01 209 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Perorangan Oinas 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peme iharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabuan yang 

Perorangan Oinas atau Kendaraan Dinas Perorangan Oinas atau Kendaraan Dinas Dipe ihara dan dibayarkan Pajaknya 

01 209 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Peme' iharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Oinas Operasional atau 

Jumlah Kendaraan Dinas Operu ional 

atau Lapangan yang Dipe ihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

01 209 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemetiharaan, Biaya Jumlah Alat eesar 'fang Oipelihara dan 
Pemeliharaan dan Perizinan A at Besar Peme'iharaan dan Peri2inan Alat Besar dibayartan Periiinannya 

01 209 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemetiharaan, Biaya Jumlah Alat Angkulan Daral Tak 

Pemeliharaan dan Perizinan A'at Peme iharaan dan Peri2inan Alat Angkutan Bermotor yang Dipelihara dan 

An k•""'n n ,., t T k A" rm"'"r ln"'r"'' T k A"rm"'"r rk n P"ri in nn"~ 
01 209 Pemeliharaan Met>el Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 

01 209 Pemel iharaan Pera Iatan dan Mesin Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
innva MP\in I innua ano (lj elih r 

01 209 Pemel iharaan Aset Tetap lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Lainmia Di e ihara 

Laporan 7.830_()00 49.254.350 57.614.000 33.688.000 37.056.800 40.762.480 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Dokumen 5.025.000 
Kasubbag Umum dan 

Ke,,..awaian 

Dokumen 
Kasubbag Umum dan 

Ke,,..awaian 

11,000.000 2.550.00C 2.805.000 3.085.500 
Kasubba1 Umum dan 

Kepeewalan 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoel!waian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoeawaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoe1:twaian 

Unit 2.550.000 2.805.000 3.085.500 
Kasubbag Umum dan 

Keoel!waian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoe11:waian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoel!waian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Keoe1:twaian 

Unit 11.0CXHXJO 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Dokumen 44.511.684 56,287.587 32.100.()()( 32.100.00C 35.310.000 38.841.000 
Kasubba1 Umum dan 

Kepecwalan 

l..1poran 2.500.000 
Kasubbag Umum dan 

Ke,,..awaian 

Laporan 36 17.311.684 36 17.793.562 36 32.100.000 36 32.100.000 36 35.310.000 36 38.841.000 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

1..1poran 1.100.000 3.694.02S 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Laporan 23.600.000 34.800.000 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Dokumen 33.222.250 62.578.3S1 36.344.95( 34.319.450 37,751.395 41.526.S3S 
Kasubba1 Umum dan 

Kepeewalan 

Unit 29.820.450 29.820.450 32.802.495 36.082.745 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 32.222.250 27.224.601 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Kepegwaian 

Unit 1.620.500 1.782.550 1.960.805 Kasubbag Umum dan 

Unit 30.000.000 
Kasubbag Umum dan 

Keoe11:waian 

Unit 
Kasubbag Umum dan 

Ke=""'aian 

Dipindai dengan CamScanner 
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xx 01 209 Pemel iharaan Aset Tak Berwujud Ter1aksananya Pemelih araan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang Unit 
Kasubbag Umum dan 

Berwu·ud Oine'iha,... l(e~A-••aian 

xx 01 209 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanlor Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kasubbag Umum dan 
dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnva yang Oipe ihara/Direhabilitasi Unit 2.253.750 6 .524500 2.878.500 3.166.350 3.482.985 

Kepegwaian 

xx 01 209 Pemel iharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlaksanan-,a Pemeliharaan /Rehabil itasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1.000.000 3.100.000 
Kasubbag Umum dan 

Lalnnya atau Bangunan l ainnya Oipe ihara/ Oirehabilitasi Kepeswaian 

xx 01 209 Pemel iharaan/Rehabilitasi Sarana dan Ter1ak~nanya Pemeliharaan/ Rehabi itasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 
Prasauna Pendukung Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau eangunan lainnya Unit 

Kasubbag Umum dan 

atau Bangunan l ainnya Kantor atau yang Oipelihara/Oirehabilitasi Kepegwaian 

xx 01 209 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlak~nanya Pemeliharaan/ Rehabi itasi Luas Tanah yang Oilakukan Ho 
Kasubbag Umum dan 

T nah P m lih raan/R h~hilirasi l<eoe.llwaian 

Menlngkatkan Nllal ReformaSI BlrokraSI dqan Penlngkatan koordlnasl ~ngaraan pemerlntahan, pelayanan 
Sl.32 51.91 52.S 55.00 57.5 57.5 

loubllk dan oembe'""'-•n "'"n.arakat des.a 

Menlrcbtnya Kualltas Pelayanan Publlk Kearnatan Lape N/A 120.380.622 N/A 256.656.7SC 63 362.875.40( 65 290.624.70( 68 319.687.170 72 351.655.88 

01 02 PROGRAM PENYELENGGAAAAN TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK 

DI KECAMATAN " 99,83 9.234.000 58,89 12.321.75( 100 24.683.30( 100 3.163.SOC 100 3.479.850 100 3.827.835 Kasi Pelayanan 

01 02 201 Koordlnasl Penyelengaraan Kealatan Terkoordlnaslnya Penyelenaaraan Jumlah dokumen Koordlnasl 
PemerlnUlhan di Tinskat Kecamatan Keglatan Pemerlnt.llhan di Tlnglcat Penyelengpraan Keglat.ln 

Kecamatan Pemerlnt.llhan di Tlngkat Kecamauin Dokumen 3.984.000 s.ns.40( 1.273.SOC 1.400.850 1.5-40.935 Kasi Pelayanan 

vane dlsusun tahun n 

01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Terlak~nanya l<oordinasi/Sinergi Jumlah laporan KoordinasV Sinergi 

Pelak~naan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan l<egiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

dengan Perangkat Oaerah dan lnsransi Pemerinrahan dengan Perangkat Oaerah Pemerintahan dengan Perangkat Oaerah Laporan 3.234.000 3.875.000 1.273.500 1.400.850 1.540.93S Kasi Pelayanan 

\lertikal l erkait dan lnstansi \lertikal Terkait dan lnstansi Vertikal Terhit 

01 02 201 02 Peninglcatan Efehifi1as Ke.gia1an Meninglcatn>ta Efelctifitas Kegiatan Jumlah Ookumen Peningkatan Efektif itas 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Dokumen 7S0.000 1.900.400 Kasi Pelayanan 

Kecamatan 
01 02 202 ~naaraan Urusan Pemerlntahan Terselenu.rranya Urusan Pemerlntahan Jumlah dokumen Penyelengaraan 

vairc Tldak OH11Wn11bn oleh Unit varc Tidllk Dllllkuinakan oleh Unit Kel'p Uruu n Pemerintaihan vana: Tldak 
Kerjl Perairckat DHrah pre Adai di Perangkat DHrah yang Ada di Kecamltln Ollaksanakan oleh Unit Kerjl 
Kecarnatan Perangkat Daerah vane Ada dl Dokumen 2.250.000 10.307.75( 10.505.90( 945.00C 1.039.500 1.143.450 Kasi Pelayanan 

Kecarnatan vane dlsusun tahun n 

01 02 202 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan lcepada Tersusunn'ta Ookumen Perencanaan Jumlah Ookumen Perencanaan Kegiatan 

MaS)'arakat di Kecamatan Kegiatan Pela>yanan lcepada Masyarakat di Pelayanan kepada M asyaralcat di Dokumen 7S0.000 4.360.000 3.4S9.900 945.000 1.039.SOO 1.143.450 Kasi Pelayanan 

KHamaun K...-amatan 

01 02 202 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Ter1ak~nanya Fasi itasi Percepatan Jumlah l aporan Fasilitasi Percepatan 1.200.000 
Pela.,anan Minimal di Wila>tah Kecamatan Pencapaian Standar Pe layanan Minimal di Pencapaian Srandar Pela>yanan Minimal Laporan 750.000 4.285.000 Kasi Pelayanan 

Wil :11,ah 1(...-amaun di Wil"v"h K...-amar"n 
01 02 202 03 Peninglcatan Efektifitas Pe aksanaan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Jumlah l aporan Peninglcatan Efektifitas 4.747.7SO 

Pela~anan kepada Masyaralcat di Wilayah Pelayanan kepada Mas>yaralcat di Wilayah Pelaksanaan Pelayanan kepada Laporan 750.000 2.761.000 Kasi Pelayanan 
Kecamatan Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

01 02 203 KoordlNsl PemeUharaan Prasarana dan Terkoordlnaslnva PemeHharaan Prasarana Jumlah Dokumen Koon:llnasl 

Sarana Pelayanan Umum dan Sarana Pelayanan Umum di Kecarnatan Pemellharaan Prasarana dan Sarana 

Pelavanan umum di Kecamatan vane Dokumen 1.500.000 1.380.00C 2.920.CXX Kasi Pelayanan 

dlsusun tahun n 

Koordinasi/Slnergi dengan Perangkat Ter1ak~nanya Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Ookumen Koordinasj/Sinergi 

Daerah dan/atau lnstansi \lertikal yan1 Perangkat Daerah dan/atau lnstansi dengan Peranglcat Oaerah dan/atau 
01 02 203 01 Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan \lertika' yan1 Terkait da!am Pemeliharaan lnstansi \lertikal yan1 Terica it dalam Ookumen 750.000 2.920.000 Kasi Pelayanan 

Prasarana Pela>yanan Umum Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
o., 

01 02 203 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasa rana dan Terlak~nan'fa Pemeliharaan Prasarana dan Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan 

Fasilitas Pelayanan Umum yang Fasilitas Pe'a>yanan Umum dengan Umum yang Dipelihara dengan 
Unit 7S0.000 1.380.000 Kasi Pelayanan 

Melibatlcan Pihak Swasta Melibatkan Pihak Swasta Melibatkan Pihak Swasta 

01 02 204 Pebiksanun Urusan Pemerlntahan yang Terlaksananya Urusan Pemerlnt.ahan v• na: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan 

Olllmpahkan kepada Camat Olllmpahkan ~ <Amat Pemerlntahan varc Dlllmpahkan kep11da 

Ca mat vans dlsusun tahun n 
Dokumen 1.500.000 634.00C 5.482.00C 945.00C 1.039.500 1.143.450 Kasi Pelayanan 

01 02 204 01 Pelak~naan Urusan Pemerintahan yang Ter1alc~nan>ya Urusan Pemerintahan yang Jumlah Ookumen Non Perizinan Usaha 

Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Terhit dengan Pe'a>tanan Perizinan Non yang Oilaksanakan Dokumen 7S0.000 S04.000 2.8S6.000 Kasi Pelayanan .. ,. 
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01 02 204 02 Pelahanaan Urusan Pemerlntahan yang Terlaks;manya Urusan Pemerintahan yang 

Terkai den"an N"n P rilinan T rhi den an N n Perizinan 

01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang 

~~rkait dengan Kewenangan Lain yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang 

01 03 PROGRAM PEMBEROAYMN TER.SELENGGARANYA PEMBEROAYMN 
MASYARAKAT OESA DAN KELURAHAN MASYARAKAT D£SA DAN KELURAHAN 

01 03 201 Koordlnasl ICeailtan Pemberdayun Oesa Terkoclf'dinasJnya keslat, n Pemberdayun .,... 
01 03 201 01 Peningkatan Panisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa Pembangunan di Oesa 

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Ter1aksananya Sinkronisasi Program Kerja 

Pemberdayaan Masyarakat yang dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
01 03 201 02 Oilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di yang Oilakukan o'eh Pemerintah dan 

Wilayah Kerja Kecamatan Swasta di Wila-,ah Kerja Kecamatan 

01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Mas-,arakat di Wi ayah Pemberdayaan Mas-,arakat di Wilayah 

01 03 203 Pemberdayaan Lemba,a Kemasyarakau n Terselengaranya Pemberdayaan Lemba,a 
Tlrckat Keeamatan Kemasyarakatan Tlrckat Keeamatan 

01 03 203 01 Penyelenggar.aan l embaga Terselenggar.anya Lembaga 

Kemasyarakatan Kema5\larakatan 

01 03 203 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya Kapasitar. 
Kemasyarakatan Lembaga 

K mu .. o.r kt n 

01 03 203 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dao Pr.asarana 

Lembaga Kemasyarakatan Lembaga 
I( mu,.-,r kalan 

01 03 203 04 f asilitasi Pengembangan Usaha Ter1aksanan-,a Fu ilitasi Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat Usaha 

01 03 203 05 Fasilitui Pemanfaatan Teknologi Tepat Ter1aksananya f asilitasi Pemanfaatan 

Guna Teknologi 
l"~~~ Gt n 

01 03 206 Pemben:Sayaan dan Kesejahteraan T erlaksananya Pemberdayaan dan 

Kefuaraa Tinpilt Kecamatan dan KeseJahteraan Keluaraa Tinakat Kecamatan 

Kefurahan dan Kelurahan 

01 03 206 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ter1aksanan-,a Pembentukan dan 
Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui 

Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan 

dan Pengamalan Pancasi a dalam Semua Pentingnya Pengha-,atan dan Pengamalan 

Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan 

Berbangsa, dan Bernegara Bermasyarakat. Berban,sa. dan Bernegara 

01 03 206 02 Peningkatan Kesadar.an Keluarga dalam Ter1aksanan-,a Peningkatan Kesadaran 

Membangun Kerja Sama antar•Keluarga. Keluarga dalam Membangun Kerja Sama 

Warga, dan Ke'ompok Masyar.akat antar•Keluarga. Warga. dan Kelompok 
Mas-,arakat 

01 03 206 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Ter1aksananya Peningkatan Ketahanan 

Pangan 
K lu rna 

01 03 206 04 Pemberdayaan Mas.,arakat dalam Ter1aksananya Pemberda-,aan Masyarakat 

Peningkatan Penggunaan dan dalam Peningkatan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Sandang Produk.si Da!am Pemanfaatan sandang Produksi Dalam 
Negeri Negeri 

Peningkatan Kesadar.an Keluarga dalam Ter1aksananya Peningk.atan Kesadaran 

Mewujudkan Rumah Sehat dan layak Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat 
01 03 206 05 Huni serta Kesadaran Hukum tentang dan layak Huni serta Kesadaran Hukum 

Kepemflikan Rumah tentang Kepemilikan Rumah 

Jumlah laporan Pelaksanaan Non Laporan 
Perizlnan "ad, 1 1ru an P"merintahan 
Jumlah laporan Pe'aksanaan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan 

CAPAlAN KINER.IA PEMBEROAYMN 
MASYARAKAT DESAATAU KELURAHAN " 
Jumlah dokurnen Koon:linul Keglatan 
Pflnberd.ayun Des.a va111 dlsusun tahun Ookumen 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum Musyawar.ah l embaga 

Perencanaan Pembangunan di Oesa Kemasyarakatan 

Jumlah Ookumen Sinkronisasi Prcsr.am 

Kerja dan Kegiatan Pemberda-,aan 

Mas-,arakat yang Dilakukan oleh Dokumen 

Pemerintah dan Swasu di Wi a-,ah Kerja 

Jumlah Laporan Peningkatan EfektNitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di laporan 

Jumlah dokumen hasll pelaksanaan 
pemben:Sayaan Lembap 
Kemasyarakatan dan Usaha Ekonoml Dokumen 

Masyarakat Tin&kat Kecamatan 

Jumlah lembaga Kemasyar.akatan Lembaga 
yang Kemas-,arakatan 

Jumlah Lembaga Kemar.yar.akatan Lembaga 
yang 

Kemas-,arakatan 
i in" k tk n Kil""''itu n .. ., 

Jumlah Sarana dao Prasarana 

Lembaga Unit 

K masvar katan van11 n,,,.-tiakan 
Jumlah l aporan Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Laporan 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pemanfaatan laporan 

Tekn ,lo11i Teoat Gun 

Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan 

KeseJahteraan Kefuaraa Tlngkat 

Kecamaun dan Kelurahan yana dlsusun Dokumen 

tahun n 

Jumlah Keluarga -,ang Mengikuti 
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter 

Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat akan Pentingnya 

Penghayatan dan Pengamalan Par.casila 
Keluarga 

dalam Semua Aspek Kehidupan 
Bermasyarakat. Berbangsa, dan 

Jumlah Keluarga -,ang Mengikuti 

Peningkat an Kesadaran Keluarga dalam 

Membangun Kerja Sama antar •Keluarga. Keluarga 

Warga. dan Kelompok Masyarakat 

Jumlah Keluarga -,ang Mengikuti 

Peningkatan Keluarga 

K t h"nan Pann->n I( lu r a 
Jumlah Keluarga -,ang Mengikuti 

Pemberdayaan Ma5\larakat dalam 

Peningkatan Penggunaan dan Keluarga 

Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam 

Jumlah Keluarga -,ang Mengikuti 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Mewujudkan Rumah Sehat dan La-,ak Keluarga 

Huni serta Kesadaran Hukum tentang 

750_00() 130.000 2.626.000 

350.000 945.000 

87,78 29.SSS.000 84,16 76.281.SOC 100 SS.751.4CX 100 27.738.70( 

13,006.000 31.5<5.00C 17.991.<0( 13.824.70( 

10.510.000 7.795.000 15.591.000 13.824.700 

1.000.000 2.400.400 

1.496.000 23.750.000 

16.549.000 44.736.50( 37.760.CXX 9.954.00( 

12.310.000 40.453.000 37.760.000 

1.470 .000 2.160.000 9.954.000 

1.455.000 2.123.500 

950.000 

364.000 

3.960.00C 

1.560.000 

1.0 39.500 

100 30.512.570 100 

15.207.170 

15.207.170 

10.949.400 

10.949.400 

4.356.CXXl 

1.716.000 

1.143.450 

33.563.827 

16.727.887 

16.727.887 

12.04-4.340 

12.044.340 

4.791.600 

1.887.600 

Kasi Pelayanan 

Kasi Pelayanan 

Kasi Perekonomlan dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomlan dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomlan dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomlan dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 
Pembangunan 
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01 03 

01 03 

01 03 

01 03 

01 03 

01 03 

01 03 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

01 04 

Peningkatan Kesadar.m Keluarga dalam Ter1aks;manya Peningka tan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Pendid ikan dan Keterampilan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan Peningkatan Kesadaran Kelu arga d1lam 

206 06 untuk M ewujudkiln Sumber Daya dan Keterampilan untuk M ewu1udkan Peningkatan Pendidikan dan 

Manusia yang Berkualitas dan Berda',la Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Keterampilan untuk Mew ujudkan 

Saing Berda)'a Saing Sumber Daya Manusia yang 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Ter1aks.ananya Penumbuhan Kesadaran Jumlah ICeluarga \fang Mengikuti 

Peningkatan Derajat Kesehatan Ke uarga Keluarga dalam Pening katan Derajat Penumbuhan Kesadaran Keluarga da am 

206 07 dan Ungkungan dengan Menerapkan 
Peri aku Hidup Bersih dan Sehat 

Kesehatan Keluarga dan Ungkungan dengan Peningkatan Oerajat Kesehatan Ke!uarga 

Menerapkan Peritaku Hidup Bersih dan dan lingkungan Oengan Menerapkan 

Sehat Peri aku Hidup 8ersih dan Sehat 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Terlaks.anan\'a Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penlngkatan Taraf Hidup Ke'uarga Melalui Keluarga dalam Peningkatan TarafHidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga da am 

206 08 Kehid upan Berkoperasi dan Keluarga Mela'ui Kehidupan Berkoperasi Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 

Pengembangan Ekonoml l ainnya dan Pengembangan Ekonomi lainnya me alui Kehidupan Berkoperasi dan 

Pengembangan Ekonomi Lainnya 

206 09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Terlaks.ananya Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Kualitas Kelestarian Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Penumbuhan Kesadaran Keluarga da am 

Ungkungan Hidup Kelestarian Ungkungan Hidup Peningkatan Kualitas Kelestarian 

Lin kun.,an Hidun 

206 10 Pelatihan Keluarga Tanggap 8encana Terlaks.anan\'a Pelat ihan Kel uarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Alam Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 

,06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Terlaks.ananya Kel uarga Tang.gap Bencana Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Rumah langga Rumah Tanaa Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 

Rumah Tan.,.,a 

206 " Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Terlaks.ananya Penumbuhan dan Jumlah Keluarga yang Mengikut i 

Ke uarga da lam Keterlibatan Perencanaan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Penumbuhan dan Peningkatan 

Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan 

M enuju Keluarga Berkualitas Perencanaan K~~~ upan Menuju 

PROGRAM KOOROINASI KETENTRAMAN TERSELENGGAAANYA KOORDINASI CAPAlAN KJNERJA PENYElfNGGARMN 

DAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN KffiRTIBAN UMUM KOOROINASI KITTNTIWMN DAN 

DI KECAMATAN KETERTIBAN UMUM 0 1 KECAMATAN 

201 Koon::llnasl Upaya Penyelengarun Terkoordlnaslnya Upava Penyelergarun Jumlah Dokumen Koordlnasl Upaya 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertlban Umum di Penyetenaaraan Ketenteraman dan 

Kecamatan Ketffllban Umum di Kecamatan yana: 

dlsusun tahun n 

201 01 Sinergitas dengan POLRI, TNI dan lnstansi Terlaks.ananya Sinergil as dengan POlRI, TNI Jumlah l aporan Hasi Sinergitas dengan 

Vertikal di Wila..,ah Kecamatan dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan POL.RI, TNI dan lnstansi Vertikal di 

Wil •" •h Ke--•m•••n 

201 o, Harmo nisasi Hubungan dengan Tokoh Terlaks.ananya Harmon isasi Hubungan Jumlah Laporan Pe aksanaan 

Agama dan Tokoh M as-,arakat dengan Tokoh Agam a d an Tokoh Harmonis.asi Hubungan dengan Tokoh 

M~•"•rak t A1mma rlan Tn koh M•-••rakat 

202 Koorcllnasl Penerapan dan Penepkan Terkoordinaslnya Penerapan dan Jumlah Ookumen Koordlnasl Penerapan 

Peraturan Dffrah dan Peraturan Kepala P,enepltan Peraturan Dffrah dan dan P,enepltan Peraturan Dffrah dan 

Daenoh Peraturan Kepala Da~h di Kecamatan Pff.lturan Kepala Daerah di Kecamatan 

vane dlsusun tahun n 

'°' 01 Koordinasi,ISinergi dengan Perangkat Terlaks.ananya l(oordinasi/Sinergi dengan Jumlah l aporan KoordinasVSioergi 

Oaerah yang Tugas dan Fungsinya di Perangkat Daerah yang Tugas dan dengan Perangkat Oaerah yang Tugas 

Bidang Penegakan Peraturan Pen..mdang• Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Undangan dan/ atau POlRI Perundang• Uodangan dan/atau POLRI Peraturan Perundang• Undangan 

703 Koon::llnasl Upaya Penyelengaraan Terkoordlnaslnya Upava Penyelergaraan Jumlah Pelaksanaan Koordlnasl Upaya 

Ketenteraman dan Ketertlban Umum Ketenteraman dan Ketffllban Umum di Penyetengaraan Ketenteraman dan 

Kecamatan Ketffliban Umum di Kecamatan Pill 
dlsusun tahun n 

703 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaks.ananya Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah l aporan Hasi Sinergitas dengan 

Republik Indonesia, Tentara Nasional Negara Republik Indonesia, Tentara Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Indonesia dan lnstansi Vertika di Wi ayah Nasional Indonesia dan lnstansi Venikal di Tentara Nasiona Indonesia dan lns1ansi 

Kecamatan Wila\'ah Kecamaun Vertika di w ~ayah Kecamatan 

703 o, Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Terlaks.ananya Harmonisasi Hubungan Jumlah laporan Pe'aksanaan 

Agama dan Tokoh Masyarakat dengan Tokoh Agama d an Tokoh Harmonis.asi Hubungan dengan Tokoh 

M rakat A""'ma " "'n l"k h Ma"•"'r"'k"'• 

Keluarga 

Keluarga 

Keluarga 

Keluarga 

Keluarga 

Keluarga 

Keluarga 

" 97,70 27.600.000 72,54 120.439.SOC 100 

Dokumon 26.850.000 120.439.SOC 

Laporan 25.850.000 24.000.000 

Laporan 1.000.000 96.439.500 

Dokum,n 750.000 

Laporan 750.000 

.. 11 

Laporan 

Laporan 

175.S20.70( 100 

175S2070( 

175.520.700 

2.400.000 2.640.000 

25.505.00C 100 28.05S.SOO 100 

2S.505.00C 28.0SS.SOO 

2S.505.000 28.055.SOO 

2.904.000 

30.861.050 

30,861.050 

30.861.050 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 
Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

Kasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

KaslTrantlbom 

KaslTrantlbom 

Kasi Trant ibum 

Kasi Trant ibum 

KaslTrantlbum 

Kasi Trantibum 

KaslTrantlbum 

Kasi Trant ibum 

Kasi Trantibum 
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01 OS 

01 OS 

01 OS 

01 OS 

01 05 

01 05 

01 05 

01 05 

01 05 

01 05 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

201 

PROGRAM PENYEL£NGGARMN URUSAN TERSELENGGAAANYA URUSAN CAPA!AN KJNERJA PENYELENGGARMN 
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI 

KECAMATAN 

Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Terselenguanyai Urusan Pemerfntahan Jumlah Dokumen Penyelengpr111n 

Umum Sesual Penupsan Kepala Daerah Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah di Urusan Pemet1nuhan Umum Sesual 
Kecamatan Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan 

yang dlsusun tahun n 

201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Terlaksananya Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Menglkuti Pembinaan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, rangka Memantapkan Pengamalan 

Pelah anaan UUO Negara Republik Pancasila, Pelaksanaan UUO Negara 

Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUO 

Indonesia Tahun 1945, Pelesta rian Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan Bhinneka Tunggal lka serta Pemenahanan Pe1estarian Bhinneka Tunggal lka serta 
dan Peme'iharaan Keutuhan NKRI dan Pemeliharaan Keutuhan NKRl Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan NKRI 

201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Ter1aksananya Fasi itasi, Koordinasi dan Jumlah Orang yang M englkuti Fasilitasi, 
(Bimtek. 5osia isasi, Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, sosta isasi, Konrnltasi) Kootdinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasiooal Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

201 03 Pembinaan Persatuan dan Kesaiuan 
Bangsa 

Ter1aksananya Pembinaan Persatuan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 
Kesatuan Bangsa Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Ter1aksananya Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang Menglkuti Pembinaan 

Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 

Goloogan Lainnya Guna Mewujudkan Ras, dan Go1ongan l ainnya Guna Umat Beragama, Ras, dan Golongan 

201 04 Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Mewujudkan Stabil itas Keamanan l okal, lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas 
Nasional Regional, dan Nasional Keamanan l okal, 

Regional, dan Nasiona 

201 OS Penanaanan Kon,,ik Sosial Sesuai 

Ketentuan Peraturan Perundana­
ndan<>an 

Ter1aksananya Penanaanan Konflik Sosial Jumlah laporan Konflik yang Ditanaani 

sesuai Ketentuan Peraturan Perundans• 
l llnd,.n an 

Sesuai Ketentuan Peraturan Perundana­
ndan an 

201 06 Penaembangan Kehidupan Demokrasi 
berdasarkan Pancasila 

Berkembangnya l embaga Masyarakat 
dalam Kehidupan Oemokrasi berdasarkan 

Jumlah l embaga M asyarakat -.,ang 
Oikembangkan da am Kehidupan 

Panra ila Oemokra i erda ar1rnn Pan a ila 
201 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Ter1aksananya Semua Urusan Pemerintahan Jumlah Ookumen Semua Ur usan 

yang Bukan Merupakan Kewenangan 

Oaerah dan Tidak Di aksanakan oleh 

lnstansiVert ikal 

yang Bukan Merupakan Kewenangan 

Daerah dan Tidak Di laksanakan oleh 

lnstansi Venika 

Pemerintahan -.,ang Bukan Merupakan 

Kewenangan Oaerah dan Tidak 

Oilaksanakan oleh lnstansi Vertikal 

201 08 Pelaksanaan Tuaas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan 

Ter1ahananya Tugas Forum Koordinasi Jumlah Ookumen Tugas forum 

Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

201 

PROGRAM PEMBINMN DAN TERSELENGGARANYA PEMBINMN DAN CAPAlAN ICINERJA PEMBlNMN DAN 
PENGAWASAN PEMERJNTAHAN CESA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PENGAWASAN PEMERINTAHAN CESA 

Fasllltasl, Re.komeodasl &in ICoordlnasl Te.rfaslllbsl &in tmo0rdlnasl~ Jumlah Dokumen Pelaksanaan Faslllbsl 
Pemblnaan dan Penpwasan 
Pemerintahan Oe:sa 

Pemblnaan dan Pe.npwasan Pemerfntahan dan ICoordlnasl Pemblnaan dan 
Desai Pfflpwasan Pemerfntahan Oesa vans 

dlsusun t.thun n 

201 01 fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Ter1aksananya Fasilitasi Pen-.,usunan Jumlah Dokumen -.,ang Difasilitasi dalam 

Peraturan Kepala De.sa Peraturan De.sa dan Perawran Kepala De.sa rangka Pen~usunan Peraturan Desa dan 
P ratur n K~rial n ... u 

201 02 Fasilitasi A.dministrasi Tata Pemerintahan Ter1aksananya Fasi itasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen -.,ang Oifasilitasi dalam 

Cesa Pemerintahan Desa 

201 03 Fasilitasi Pengelo aan Keuangan Desa dan Ter1aksananya f asi itasi Pengelolaan 
Pendayagunaan Aset Desa Keuangan Oesa dan Pendayaguna an Met 

In-, 

rangka Administrasi Tata Pemerintahan 

" "'' 
Jumlah Dokumen -.,ang Oifasilitasi dalam 
rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan 
PPnda" ~n••naan .4.~Pl De~a 

201 04 fasilitasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

Ter1aksananya Fasi itasi Penerapan dan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam ranaka 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Perundan • IJndan.,an 

201 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Cesa Ter1aksananya Fasi itasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

dan Perangkat Desa Kepala Oesa dan Peran.gkat Oesa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 

201 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemil ihan Kepa a Ter1aksananya f asi itasi Pelaksanaan 
Oesa Pemi lhan Kepala Desa 

Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Pemi ihan Kepala Desa 

" 89,05 4.67S.OOO 16,05 1.600.00C 100 78.000.00C 100 196.562.SOC 100 216.218.750 100 237.M0.625 Kasi Soslal Ke ma syarakatan 

Dokumen 4.67S.OOO 1.600.00C 78.000.00C 196.562.SOC 216.218.750 237.840.625 Kasi Soslal Kemasyarakatan 

750.000 Kasi 5osia' Kemasyarakatan 

Orang 750.000 Kasi SOsia Kemasyarakatan 

Orang 745.000 Kasi 5osia' Kemasyarakatan 

Orang 128.480.600 141.328.660 155.461.526 Kasi SOsia Kemasyarakatan 

Laporan 750.000 Kasi Sosia Kemasyarakatan 

Lembaga Masyarakat 180.000 Kasi Sosia Kemasyarakatan 

Dokumen 750.000 Kasi SOsia Kemasyarakatan 

Dokumen 12 750.000 12 1.600.000 78.000.000 68.081.900 74.890.090 82.379.099 Kasi 5osia Kemasyarakatan 

" 99,94 49.316.622 43,-40 46.014.00C 100 28.920.00C 100 37.6SS.OOC 100 41.420.SOO 100 45.562.550 Kasi Pemerlnt.than 

Dokumen 17 49.316.622 16 46.014.00C 28.920.00C 37.6SS.OOC 41.420.500 45.562.550 Kasi Pemerlntahan 

Dokumen 12 720.000 12 S.580.000 12 28.920.000 12 24.310.000 12 26.741.000 12 29.415.100 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 750 .000 160.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen S00000 2.880.000 Kasi Pemerintahan 

Laporan S00.000 4.880.000 Kasi Pemerintahan 

Dokumen S00.000 2.500.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 3.850.000 4.235.000 4.658.500 Kasi Pemerintahan 
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01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

01 06 

201 07 Fasilitui Pelaluanaan Tugas dan f ungsi Ter1aksananya f asi itasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Oolr.umen Fasilitasi dalam rangka 

lladan Permusyawaratan Desa dan Fungsl Badan Permusyawaratan Oesa Pel;iksanaan Tugas dan fungsi Badan 
P rm"~"aw ratan ne a 

201 08 Rekomendasi Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa 

Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan Jumlah Dckumen Rekomendasi 
dan Pemberhentian Perangkat Oesa Pengangkatan dan Pemberhentian 

P r n"kal ,,,.,., .. 

Ter1ahananya Fasi itasi Sinkronisasi Jumlah Ookumen Sinkronisasi 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Oaerah den11an 
PPmhanoun:in n~-. 

Perencanaan Pembangunan Oaerah dengan Perencanaan Pembangunan Oaerah 
p mh:1noun n "-AM rlPno:1n PPmh:1nA" ~~n "-A•~ 

201 10 Fasilitui Penetapan Lokasi Pembangunan Oitetapkannya lokasi Pembangunan 
K w.1~lln Per-'A•~~n K wa~:10 PPr-'M~~n 

Jumlah Ookumen Fasilitasi l okasi 
PPmh::in un n K::iw;i~an P r-'AM~n 

201 11 Fasilitui Penyelenggaraan Ketenteram an Terlaksananya Fasi itasi Penyelenggaraan Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelen88araan Ketenteraman dan 

Ketertiban 

201 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Terlaksananya Fasi itasi Pelaksanaan Tugas, Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

kewajiban Lembaga kemasyarakatan Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 

Kemas'farakatan 

Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 

Kewajiban Lembaga Kemas'farakatan 

201 13 Fasilitui Penyusunan Perencanaan 

Pemhangunan Partisipatif 

Terlaksananya Fasi itasi Penyusunan Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

201 14 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan Partt'5ipatif 

Fasilitui Kerja Sama Antar oesa dan Kerja Terlaksananya Fasi itasi Kerja Sama Antar 

Sama Oesa dengan Pihak Ketiga Oesa dan Kerja Sama Oesa dengan Pihak 
K"ti,u 

Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

Kerja Sama Antar Oesa dan Kerja Sama 
,,._ n .. n an Pih k K"'i"" 

201 1S Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, d an Terlaksanan'ta Fasi itasi Penataan, Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

Pendayagunaan Ruang Cesa serta Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Penataan, Pemanfaatan, dan 

Penetapan dan Penegasan Batas Oesa Oesa serta Penetapan dan Penegasan 
BatasOesa 

201 16 Fasilitui Penyusunan Program dan Terlaksananya Fasi itasi Penyusunan 

Pelaks.anaan Pemberdayaan Masyarakat Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 
e a Marnarakat ne 

201 17 Koordinasi Pendampingan Oesa di Terlaksanan'fa Koordinasi Pendampingan 

w ;l"""h0""' i Wj •u•hnu" 

201 18 koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Terlaksanan'fa Koordinasi Pelaksanaan 
Kawasan Perdesaan di Wilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan di 

l(,.Mm••"n Wil"''·"'h K ..... m"'"n 

Pendayagunaan Ruang Oesa serta 
Penetapan dan Penegasan 

Jumlah Ookumen Fasilitasi dalam rangka 

Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 
Ma~araka l"'le a 
Jumlah Laporan Hasi Koordinasi 
P"n i0""0 " • -'i w;1,. .. ,.hnu• 

Jumlah Laporan Hasi Koordinasi 
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

P r""'"'"n -'i Wil"'•·•h Kecam"•n 

Dokumen 500.000 2.120.000 Kasi Pemerintahan 

Dokumen 500.000 1.000.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 600.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 40.S00.000 420.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 9 .440.000 9.495.000 10.444.SOO 11.488.950 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 S1.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 9 .440.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 400000 l .1S0.000 Kasi Pemerintahan 

Ookumen 500.000 3 .793.000 Kasi Pemerintahan 

Laporan 500.000 2.000.000 Kasi Pemerintahan 

Laporan 946.622 Kasi Pemerintahan 
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BAB Vil 

KINERJA PENYELENGGARAAN BJDANG URUSAN 

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan 

Lape dimaksud kanuntuk m engukur tingkat pencapaian tujuan dan 

sasaran pembangunan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa selama lima 

thun kedepan. Den gan penetapan indikator kinerja, dapat d iketahui apakah 

harapan dan kenyataan yang ingin d icapai selama lima tahun ke depan akan 

berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi 

sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaik an. 

Dalam perencanaan Kecamatan Lape, indikator kinerj a pelayanan 

memiliki fungsi yang komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini 

untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat 

kinerja dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan. Selain itu , 

adanya indikator kinerja pelayanan juga dapat membantu pem erintah 

daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah dite tapkan. Indikator 

kinerja pelayanan juga dapat mem berikan masukan bagi kecamatan untuk 

memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. 

Secara keseluruhan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Lape 

dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang 

bersumber pada Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Penetapan indikator kinerja dimaksud, secara rinci disajikan pada Tabet T-C. 

28, sebagai. berikut : 

73 
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No. 

1 

1,1 

1.1.1 

1,2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

Tabel T-C.28 

lndikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) 

Pemerintah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 

lndikator Tujuan PD (x), lndikator Sasaran PD (xx), Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 

lndikator Pro2ram (xxx) pada awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12) 28,6 51.32 51.91 52.50 55.00 

Peningkatan Kategori Predikat Hasil Penilaian B B BB BB A 

AKIP Kecamatan Lape 

Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Lape 100 100 100 100 100 

Peningkatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat N/A N/A 63 65 68 

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 100 100 100 100 
pemerintahan dan pelayanan publik 

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 100 100 100 100 
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 100 100 100 100 
koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 100 100 100 100 
pemerintahan umum 

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan 100 100 100 100 100 
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 

Kondisi Kinerja 

Tahun 5 pada akhir 

57.50 57.50 

A A 

100 100 

70 70 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Renstra Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ini disusun berdasarkan 

hasil kajian lingkungan strategis organisasi untuk mengantisipasi 

kecendrungan arah perubahan tugas dan fungsi kantor kecamatan yang 

disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Untuk mewujudkan Renstra ini, diperlukan sinergitas antar Seksi pada 

Kecamatan Lape dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah 

disusun. Peran serta dan k~rja sama antar atau dengan pemerintahan desa, 

lembaga kemasyarakatan dan perangkat daerah yang ada di Kecamatan Lape 

serta koordi~asi dua arah dengan perangkat daerah vertikal dan horizontal di 

Kabupat~n S4mbawa dan Provinsi NTB. 

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renstra ini bersifat 

mendasar, sehingga ruang bagi penyesuaian sesuai dengan perkembangan 

situasi seh~ngga program dan kegiatan Kantor Kecamatan Lape dapat 

diwujudkan diakhir periode perencanaan menuju Sumbawa Gemilang yang 

Berkeadaban. 

• 
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